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       Skripsi dengan judul “Analisis Rahn terhadap Praktik Gadai Sawah dengan 
Sistem Pembayaran Uang Tunai dan Hewan Ternak di Desa Tawaran Kecamatan 
Kenduruan Kabupaten Tuban” untuk menjawab permasalahan sebagai berikut: 
pertama, bagaimana praktik gadai sawah dengan sistem pembayaran uang tunai 
dan hewan ternak di Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban dan 
kedua, bagaimana analisis rahn terhadap praktik gadai sawah dengan sistem 
pembayaran uang tunai dan hewan ternak di Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan 
Kabupaten Tuban. 
       Metode penelitian yang digunakan yakni kualitatif dengan pengumpulan data 
penelitian melalui wawancara. Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang 
terkait dengan praktik gadai sawah dengan sistem pembayaran uang tunai dan 
hewan ternaik di desa Tawaran. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode 
deskriptif analisis dengan pola pikir induktif. 
       Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik gadai sawah dengan sistem 
pembayaran uang tunai dan hewan ternak yang dilakukan oleh ra>hin dan murtahin 
yang terjadi di Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban tidak 
memenuhi salah satu syarat sah rahn sebagaimana yang telah diatur dalam hukum 
Islam. Pembayaran hutang berupa hewan ternak yang harus bertambah besar yang 
harus dibayarkan ra>hin jelas bertentangan dengan hukum Islam. Terlebih lagi 
barang jaminan dikuasai dan dimanfaatkan oleh murtahin yang mana seharusnya 
menurut aturan hukum Islam manfaat barang gadai tersebut tetap menjadi milik 
ra>hin. Jadi menurut hukum Islam transaksi gadai sawah dengan sistem pembayaran 
uang tunai dan hewan ternak yang dilakukan masyarakat desa Tawaran kecamatan 
Kenduruan kabupaten Tuban tidak sesuai dengan aturan hukum Islam. 
       Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka pihak yang akan melakukan praktik 
gadai sawah dengan sistem pembayaran uang tunai dan hewan ternak disarankan: 
Pertama, seharusnya hutang berupa ternak yang berupa Sapi betina ditaksir dengan 
sejumlah uang agar apabila dikemudian hari ra>hin ingin membayar hutangnya bisa 
menggunakan Sapi betina seharga hutang Sapi yang diberikan oleh penerima gadai 
ketika perjanjian berlangsung. Kedua, hendaknya tokoh masyarakat dan tokoh 
agama berkenan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat awam 
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A. Latar Belakang Masalah 
       Agama Islam merupakan agama rahmatul lil ‘a>lami>n. Segala sesuatu 
telah diatur dalam kitab suci al-Qur’an dan hadits, baik mencangkup ibadah 
maupun mualamah. Dalam prinsip dan pelaksanaannya, agama Islam 
membedakan antara keduanya. Mengenai ibadah, prinsip dan 
pelaksanaannya tidak diperbolehkan untuk dilakukan kecuali mengikuti 
segala peraturan yang telah diperintahkan atau ditentukan Allah SWT 
tanpa boleh diubah sedikitpun. Sedangkan dalam muamalah pada dasarnya 
diperbolehkan untuk melakukan apa saja yang mengandung kemaslahatan 
bagi umat manusia, kecuali segala hal yang pasti telah diharamkan atau 
dilarang oleh Allah SWT seperti transaksi yang mengandung riba.  
       Manusia dalam kehidupannya pasti membutuhkan bantuan satu sama 
lain, oleh karenanya disebut sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu agama 
Islam mensyariatkan untuk saling tolong menolong sesama manusia, 
sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2, yang berbunyi:
 



































َر اّللِٰٓ َوََل الشَّْهَر اْْلَرَاَم َوََل اْْلَْدَي َوََل اْلَقَلۤ  َي َُّها الَِّذْيَن ٓاَمنُ ْوا ََل ُتُِلُّْوا َشَعۤاىِٕ َد َوََلا ٰيٓا ْْيَ اْلبَ ْيَت ىِٕ مِٰ
ۤ
 ٓا
تَ ُغْوَن َفْضلا مِْٰن رَّّبِِْٰم َورِْضَواًنا َۗوِاَذا َحَلْلتُْم َفاْصطَاُدْوا َۗوََل ََيْرَِمنَُّكْم َشَنآ  ُن قَ ْوٍم َاْن اْْلََراَم يَ ب ْ
الت َّْقٓوى ۖ َوََل تَ َعاَونُ ْوا َعَلى اَْلِْثِْ َصدُّوُْكْم َعِن اْلَمْسِجِد اْْلََراِم اَْن تَ ْعَتُدْو ۘا َوتَ َعاَونُ ْوا َعَلى اْلِبِٰ وَ 
َ َشِدْيُد اْلِعَقاِب ﴿املائدة :  َ ِۗانَّ اّللٰٓ  .﴾۲َواْلُعْدَواِن َۖوات َُّقوا اّللٰٓ
       Artinya: 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-
syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, 
jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-
binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang 
mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan 
dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, 
maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) 
kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari 
Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan 
tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 
bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat 
siksa-Nya”. (Q.S al-Maidah 2).1 
 
       Jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan gadai merupakan 
beberapa transaksi yang sering dilakukan oleh masyarakat serta terdapat 
unsur tolong menolong. Gadai adalah transaksi pinjam meminjam / hutang 
piutang dengan disertai jaminan, Islam menyebutnya dengan istilah rahn. 
Islam memperbolehkan melakukan akad rahn dengan tujuan tolong 
menolong sesama manusia. Pengertian ar-rahn sendiri dalam bahasa Arab 
adalah ath-thu<but wa ad-dawa<m yang berarti “tetap” dan “kekal”.2 
Sedangkan secara istilah rahn diartikan sebagai pinjam meminjam uang 
                                                             
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya,  (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 
2009), 156-157.  
2 Zainudin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 1. 
 



































atau sesuatu dengan menyerahkan barang berharga milik penggadai 
sebagai jaminan.3  
       Menurut Muhammad Syafi’’i Antonio gadai (rahn)  merupakan suatu 
akad/transaksi dimana seseorang menahan benda yang memiliki nilai guna 
atau harta milik orang yang berhutang untuk dijadikan sebagai jaminan 
atas pinjaman yang telah diterimanya.4 Sedangkan menurut ulama 
Syafi’iyah, rahn diartikan menjadikan barang yang memiliki nilai guna 
atau nilai manfaat sebagai jaminan atas hutang yang dapat digunakan 
sebagai alternatif pembayaran apabila hutang tersebut tidak dapat 
dilunasi.5 Maksudnya adalah dalam praktik hutang piutang orang yang 
meminjam harus menyerahkan barang yang mempunyai nilai jual untuk 
dijadikan sebagai jaminan atas hutang yang ia miliki kepada orang yang 
memberikan pinjaman, dan apabila ra>hin tidak dapat melunasi hutangnya 
setelah diberikan batas waktu maka murtahin boleh menjual jaminan 
tersebut. Hasil dari penjualan jaminan digunakan untuk melunasi hutang 
yang dimiliki ra>hin, dimana murtahin hanya boleh mengambil hasil 
penjualan sebanding dengan hutang milik ra>hin dan apabila ada sisa hasil 
penjualan maka murtahin wajib mengembalikannya. Sedangkan dalam 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengartikan rahn sebagai pemberian 
                                                             
3 WJS Poerwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka 1993), 286. 
4 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 
2001), 128.  
5 Idri, Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektik Hadis Nabi, (Jakarta: Prenadamedia Group, 
2015), 199. 
 



































kekuasaan atas barang milik orang yang berhutang kepada orang yang 
berpiutang sebagai jaminan.6 
       Dari beberapa pengertian/penjelasan yang telah dipaparkan diatas 
dapat dipahami bahwa rahn (gadai) adalah transaksi hutang piutang berupa 
uang ataupun barang berharga lainnya, dimana pihak yang berhutang 
menyerahkan barang miliknya sebagai jaminan dan barang jaminan 
tersebut dapat berpindah tangan kembali apabila ra>hin telah melunasi 
hutangnya. 
       Mudahnya transaksi gadai menjadi primadona bagi masyarakat untuk 
mengatasi masalah keuangan yang mereka alami. Selain itu salah satu hal 
yang melatarbelakangi akad rahn  masih di gunakan hingga saat ini karena 
orang yang memberikan barang jaminan (pemberi gadai) masih sebagai 
pemilik barang tersebut meskipun barang tersebut telah diserahkan kepada 
orang lain. 
       Akad Rahn harus dilakukan menurut sebab-sebab yang diperbolehkan 
oleh syara’. Sebab-sebab yang menjadikan akad rahn dapat dikatakan sah 
adalah sebagai berikut. Pertama, karena adanya pinjaman atau sebuah 
hutang, maka apabila dalam melakukan transaksi gadai tanpa disertai 
adanya hutang maka dianggap tidak sah. Kedua, hutangnya tidak berubah-
rubah atau tetap, maka tidak sah menggadaikan barang sebelum hutang 
yang dimilikinya menjadi hutang yang tetap. Ketiga, hutangnya pasti 
                                                             
6 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat 14. 
 



































maksudnya kedua belah pihak harus mensepakati cara pembayaran hutang 
secara kontan atau cicilan. Keempat, hutangnya diketahui dengan jelas 
oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut baik sifat, zat, 
maupun kadarnya.7 Maksudnya adalah bentuk serta jumlah hutang harus 
jelas. 
       Sejak zaman rasulullah transaksi gadai sudah dilakukan bahkan hingga 
sekarang. Rasulullah pernah menggadaikan baju besinya karena beliau 
mengambil gandum dari orang Yahudi.  
ثَ َنا اْْلَْعَمُش َقاَل ذَ  ثَ َنا َعْبُد اْلَواِحِد َحدَّ ثَ َنا ُمَعلَّي ْبُن َأَسٍد َحدَّ َكْرًَن ِعْنَد أِبْ َراِهْيَم الرَّْهَن ِفْ َحدَّ
َثِِن اَْلَْسَوُد َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعنْ َها  اْشََتَي  هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َصلَّي َأنَّ النَِّبَّ  السََّلِم فَ َقاَل َحدَّ
  ِدْرعاا ِمن َحِدْيٍد.َوَرَهَنُه َأَجٍل  ِأَل  َطَعاماا ِمن يَ ُهْوِديُّ 
       Artinya: 
“Telah menceritakan kepada kami Mu’alla bin Asad telah 
menceritakan kepada kami ‘Abdul Wahid telah menceritakan kepada 
kami al-A’masy berkata: Kami membicarakan tetang gadai dalam jual 
beli kredit (Salam) dihadapan Ibrahim maka dia berkata, telah 
menceritakan kepada saya al-Aswad  dari Aisyah ra. nabi Muhammad 
Saw pernah membeli makanan dari orang Yahudi yang akan dibayar 
beliau pada waktu tertentu di kemudian hari dan beliau 
menjaminkannya (gadai) dengan baju besi”.8 
 
       Ada berbagai macam barang yang dapat dijadikan jaminan dalam 
gadai, salah satunya lahan pertanian atau sawah. Dalam pemanfaatan 
barang gadai para ulama berbeda pendapat dalam menanggapinya, jumhur 
ulama kecuali ulama Madzab Hanbali menyakini bahwa murtahin 
(penerima gadai) tidak diperkenankan memanfaatkan obyek gadai/barang 
                                                             
7 Idri, Hadis Eonomi..., 213-214. 
8 Muhammad Abdullah bin Ismail, Sahih Bukhori, (Beiru<t Libanon: Da<r Fikr, 2006), 186. 
 



































jaminan karena hal tersebut bukanlah barang yang ia milik secara utuh. Jadi 
apabila obyek gadai/barang jaminan tersebut tidak berupa hewan ternak 
atau sesuatu barang yang tidak membutuhkan perawatan seperti tanah, 
maka pemegang gadai (murtahin) tidak boleh memanfaatkannya sama 
sekali.9 Apabila ra>hin (pemberi gadai) tidak dapat membayar hutangnya 
hingga lunas terhadap murtahin barulah murtahin dapat menjual atau 
menaksir barang jaminan tersebut sebagai pembayaran hutang.10 Larangan 
tersebut tidak berlaku apabila yang digunakan sebagai jaminan berupa 
hewan ternak. 
       Semakin berkembangnya zaman, berkembang pula bentuk-bentuk 
muamalah tak terkecuali rahn. Bentuk hutang dalam gadai saat ini bukan 
hanya berupa uang, namun juga beberapa benda berharga lainnya seperti 
hewan ternak. Hutang berupa hewan ternak harus dibayar dengan 
menggunakan hewan ternak pula. Sebagaimana praktik gadai sawah di 
Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban apabila 
masyarakat membutuhkan uang dengan cara yang mudah dan cepat maka 
ia akan mendatangi orang yang dianggap mampu untuk meminjam 
sejumlah dana dengan menjaminkan sawah yang ia punya. Namun pemberi 
gadai biasanya tidak hanya meminjam uang tunai saja namun juga hewan 
ternak berupa Sapi Betina. Hal tersebut dilakukan karena Sapi Betina dapat 
dirawat dan berkembang biak sehingga dapat dijadikan sumber 
                                                             
9 Hasan Muarif Ambary, Supplemen Ensiklopedia Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar BaruVan Hoeve, 
2000), 119. 
10 Ibid., 210.  
 



































penghasilan, karena sawah yang menjadi sumber penghasilan telah 
diserahkan kepada orang lain. Sawah yang dijadikan jaminan oleh pemberi 
gadai dapat dikelola penerima gadai. Pemberi gadai dapat mendapatkan 
sawahnya kembali apabila ia bisa melunasi hutangnya kepada penerima 
gadai. 
       Ketika transaksi gadai sedang berlangsung di desa Tawaran biasanya 
hanya disaksikan oleh keluarga masing-masing pihak, tanpa adanya bukti 
tertulis yang menyatakan bahwa pemberi gadai (orang yang berhutang 
dengan menyerahkan jaminan) dan penerima gadai (orang yang berpiutang 
dan penerima barang jaminan) telah melakukan transaksi gadai dengan 
jaminan berupa sawah. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Ibu Siti 
Asiyah dengan Bapak Surman yang melakukan transaksi gadai sejak tahun 
2015. Ketika itu Ibu Siti Asiyah sedang membutuhkan dana untuk berobat 
anaknya yang sedang dirawat di Rumah Sakit. Kemudian ia mendatangi 
pak Surman untuk meminjam sejumlah uang dengan menjaminkan sawah 
yang ia punya. Uang yang ia butuhkan ketika itu berjumlah Rp. 
10.000.0000,-. Dalam transaksi gadai tersebut Ibu Asiyah tidak hanya 
meminjam uang tunai saja namun ia juga berhutang seekor Sapi betina 
berukuran besar karena sawah yang ia gadaikan luas. Keesokan harinya pak 
Surman meninjau letak dan luas sawah yang akan dijadikan barang jaminan 
untuk menentukan apakah barang jaminan yang diberikan Ibu Siti Asiyah 
sebanding dengan pinjaman yang dimintanya. Setelah meminjau letak 
sawah kemudian para pihak berembuk dan menentukan kesepakatan. 
 



































Dimana dalam kesepakatannya hutang uang tunai sejumlah Rp. 
10.000.000,- dan seekor Sapi betina di sanggupi bapak Surman dengan 
jaminan berupa sawah.11 
        Dalam kesepakatannya hutang berupa Sapi betina maka harus dibayar 
menggunakan Sapi betina juga, baik berupa Sapi yang diberikan oleh 
pemberi gadai ketika akad atau Sapi betina lainnya yang berukuran lebih 
besar dengan perkiraan waktu berapa lama hewan ternak itu berada 
ditangan pemberi gadai. Penerima gadai meminta ukuran Sapi betina yang 
lebih besar karena beranggapan seharusnya Sapi itu telah bertambah besar 
ketika dirawat oleh pemberi gadai. Apabila hewan tersebut meninggal 
bukan karena kesalahan pemberi gadai, maka kerugian ditanggung oleh 
keduanya, dengan cara merundingkanya. Apabila hewan ternak tersebut 
telah beranak pinak berapapun jumlahnya, anak hewan ternak tersebut 
menjadi milik pemberi gadai dan penggadai berhak menjual atau 
merawatnya. Dalam trasaksi gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa 
Tawaran Kecamatan Kenduruan juga tidak mengenal batas waktu, 
meskipun transaksi tersebut telah berlangsung selama 7 (tujuh) tahun, 
pemberi gadai tetap harus mengembalikan hutangnya kepada penerima 
gadai tanpa ada pengurangan sedikitpun.12 
                                                             
11 Surman, Wawancara, Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban, 19 Oktober 
2019. 
12 Siti Aisah, Wawancara, Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban, 17 Oktober 
2019. 
 



































       Praktik gadai seperti diatas merupakan bentuk baru, hal tersebut 
melatar belakangi penulis untuk menjadikan model transaksi sebagai judul 
penelitian. Karena transaksi rahn seperti penjelasan diatas telah banyak 
dilakukan oleh masyarakat di Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan yang 
beragama Islam hingga saat ini. Maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “Analisis Rahn terhadap Parktik Gadai Sawah 
dengan Sistem Pembayaran Uang Tunai dan Hewan Ternak di Desa 
Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban”.  
 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
1. Identifikasi Masalah 
       Identifikasi masalah yaitu menginfentaris masalah-masalah yang 
timbul dalam penelitian ini. 
Berdasarkan keterangan yang telah dibahas, maka dapat diperoleh 
beberapa permasalahan yang muncul, diantaranya: 
a. Praktik gadai sawah dengan sistem pembayaran uang tunai dan 
hewan ternak di Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten 
Tuban 
b. Proses terjadinya perjanjian hutang piutang disertai jaminan di 
Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban 
c. Tata cara pembayaran hutang dalam akad rahn di Desa Tawaran 
Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban 
 



































d. Tata cara pengembalian barang jaminan atas akad rahn di Desa 
Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban 
e. Faktor masyarakat memilih hutang berupa uang tunai dan hewan 
ternak dalam praktik gadai  sawah dengan sistem pembayaran uang 
tunai dan hewan ternak di Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan 
Kabupaten Tuban 
2. Batasan Masalah 
       Untuk menghindari pembahasan yang dapat melebar diberbagai 
arah, maka penulis fokus terhadap permasalan sebagai berikut: 
a. Praktik gadai sawah dengan sistem pembayaran uang tunai dan 
hewan ternak di Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten 
Tuban  
b. Analisis rahn terhadap praktik gadai sawah dengan sistem 
pembayaran uang tunai dan hewan ternak di Desa Tawaran 
Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban. 
 
C. Rumusan Masalah 
       Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis diatas, 
maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana praktik gadai sawah dengan sistem pembayaran uang 
tunai dan hewan ternak di desa Tawaran kecamatan Kenduruan 
kabupaten Tuban? 
 



































2. Bagaimana analisis rahn terhadap gadai sawah dengan sistem 
pembayaran uang tunai dan hewan ternak di desa Tawaran 
kecamatan Kenduruan kabupaten Tuban? 
 
D. Kajian Pustaka 
       Kajian pustaka merupakan penataran singkat mengenai penelitian 
yang sudah pernah diteliti sehingga dapat menjadi penjelas bahwa 
penelitian yang akan dilakukan tidak merupakan plagiasi atau pengulangan 
dari penelitian terdahulu.13 Penelitian yang membahas tentang gadai bukan 
pertama kali ini dilakukan, sudah banyak akademisi yang membahas 
masalah gadai, karena banyaknya berbagai macam transaksi gadai yang 
terjadi saat ini. Namun dalam penelitian ini penulis lebih spesifik 
membahas mengenai pembayaran hutang berupa Sapi betina yang harus 
berukurang lebih besar dari hutang Sapi yang diberikan oleh penerima 
gadai (orang yang berpiutang serta nenerima barang jaminan) kepada 
pemberi gadai (orang yang berhutang dengan menyerahkan jaminan) ketika 
akad. 
       Adapun beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian 
yang akan dilakukan yaitu: 
                                                             
13 Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis 
Penulisan Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 
8. 
 



































1. “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Gadai Sawah di Desa 
Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang”. Skripsi ini 
ditulis oleh Siti Holifah pada tahun 2015 ini meneliti tentang tradisi 
gadai yang terus dilakukan masyarakat Marbatoh dimana ketika para 
pihak melakukan perbuatan hukum yakni transaksi gadai maka jaminan 
berupa sawah dimanfaatkan oleh pemegang gadai (murtahin) tanpa 
mengenal batas waktu selama ra>hin tidak bisa melunasi hutangnya. 
Dalam kesimpulan yang dipaparkan menjelaskan bahwa tradisi gadai 
yang terjadi di di Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten 
Sampang tidaklah sesuai dengan  aturan hukum Islam. Sebab 
pemanfaatan barang jaminan dalam hukum Islam  tidak diperkenankan 
karena dalam Islam jaminan yang diberikan oeh ra>hin hanya sebatas 
titipan atau amanah yang apabila (pemberi gadai) ra>hin tidak dapat 
melunasi hutang yang ia miliki baru murtahin bisa menjual barang 
jaminan. Di Indonesia mengenai batas waktu gadai sawah telah dibatasi 
yaitu paling lama 7 (tujuh) tahun.14 
2. “Perspektif Hukum Islam Terhadap Gadai Tanpa Batas Waktu dan 
Dampaknya dalam Masyarakat Desa Kertagena Daya Kecamatan 
Kadur Kabupaten Pamekasan”. Penelitian ini ditulis oleh Miftahul 
Jannah pada tahun 2009 yang membahas mengenai praktik gadai yang 
tidak mengenal batas waktu, dimana dalam hal itu jaminan berupa 
                                                             
14 Siti Holifah, “Analisis hukum Islam terhadap gadai sawah di desa Morbatoh kecamatan 
Banyuates kabupaten Sampang”, (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015). 
 



































tanah dimanfaatkan murtahin secara terus menerus selama ra>hin tidak 
dapat melunasi hutangnya serta membahas dampak yang ditimbulkan 
akibatnya. Dampak bagi ra>hin yakni tidak dapat mengelola dan 
mengambil manfaat atas tanah tersebut sehingga ia merasa dirugikan 
sedangkan dampak bagi murtahin yaitu semakin lama hutang tidak 
dibayar maka uang tersebut akan semakin mengecil. Dalam 
kesimpulannya dijelaskan bahwa akad gadai sebagaimana yang 
dipraktikkan diatas tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena 
didalamnya ada unsur kedzaliman bagi rahin, karena ia dirugikan atas 
hal itu.15 
3. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Hewan 
Ternak Sebagai Modal Pengelola Sawah di Desa Ragang Kecamatan 
Waru Kabupaten Pamekasan”. Skripsi ini ditulis oleh Rista Dewi 2014 
yang membahas mengenai hutang piutang hewan ternak yang 
dilakukan oleh masyarakat di Desa Ragang Kecamatan Waru 
Kabupaten Pamekasan. Praktik tersebut dilakukan oleh masyarakat 
desa ketika membutuhkan dana, maka mereka meminjam seekor Sapi 
kepada masyarakat yang lebih mampu untuk dijual, dalam 
pengembaliaannya orang yang berpiutang meminta lebih dari hasil 
hewan yang telah dijual oleh orang yang berhutang. Dalam 
kesimpulannya menurut beberapa kalangan ulama praktik hutang 
                                                             
15 Miftahul Jannah, “Perspektif hukum Islam terhadap gadai tanpa batas waktu dan dampaknya 
dalam masyarakat desa Kartagena Daya kecamatan Kadur kabupaten Pamekasan”, (Skripsi--UIN 
Sunan Ampel, Surabaya, 2019).  
 



































piutang seperti diatas dilarang menutur ajaran Islam. Jika akad tersebut 
menggunkan akad mudharabah maka diperbolehkan dalam hukum 
Islam, akan tetapi aturannya menggunakan prosedur mudha>rabah.16 
 
E. Tujuan Penelitian 
       Berhubungan dengan permasalahan yang dipaparkan diatas, maka 
penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 
1. Untuk mengetahui praktik gadai sawah dengan sistem pembayaran 
uang tunai dan hewan ternak di Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan 
Kabupaten Tuban, 
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis rahn terhadap gadai sawah 
dengan sistem pembayaran uang tunai dan hewan ternak di Desa 
Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban. 
  
F. Kegunaan Hasil Penelitian 
       Beberapa manfaat/kegunaan penelitian ini dilakukan adalah sebagai 
berikut: 
1. Kegunaan teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat 
menambah referensi dalam bidang ilmu pengetahuan yang berkaitan 
                                                             
16 Rista Dewi, “Analisis hukum Islam terhadap praktik hutang piutang hewan ternak sebagai 
modal pengelola sawah di desa Ragang kecamatan Waru kabupaten Pamekasan”, (Skripsi--UIN 
Sunan Ampel, Surabaya, 2014).  
 



































dengan praktik gadai sawah dengan pembayaran uang tunai dan hewan 
ternak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tawaran Kecamatan 
Kenduruan Kabupaten Tuban.  
2. Kegunaan praktis, dengan adanya penelitian tentang gadai sawah 
terhadap hutang piutang berupa uang tunai dan hewan ternak dapat 
menjadi patokan bagi masyarakat terhadap praktik rahn sebagaimana 
yang dianjurkan dalam agama Islam, terutama bagi masyarakat Desa 
Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban yang terlibat serta 
dapat dijadikan patokan bagi seluruh masyarakat.  
 
G. Definifs Operasional 
       Definisi operasional merupakan penjelasan mengenai pengertian yang 
bersifat operasional dari konsep atau variabel penulisan sehingga bisa 
dijadikan acuan dalam menulusuri, menguji atau mengukur variabel 
tersebut melalui penulisan. Berikut adalah beberapa istilah kunci yang 
muncul dan berkaitan dengan judul skripsi ini, untuk memperoleh 
gambaran konkrit tentang tujuan dan arah yang terkandung dalam konsep 
penelitian ini, adalah: 
1. Hukum Islam 
       Sekumpulan peraturan-peraturan yang bersumber dari al-Qur’an 
dan Hadis. Dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis hal-hal 
menggunakan teori yang berkaitan dengan rahn. 
 




































2. Pembayaran hutang gadai sawah dengan sistem uang tunai dan hewan 
ternak 
       Pembayaran atas hutang yang dimiliki oleh ra>hin kepada murtahin 
dengan menggunakan uang tunai dan hewan ternak berupa Sapi betina 
yang berukuran lebih besar dari Sapi yang diberikan oleh penerima 
gadai kepada pemberi gadai ketika perjanjian berlangsung yang 
dilakukan oleh masyarakat Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan 
Kabupaten Tuban. 
 
H. Metode Penelitian 
       Metode Penelitian diartikan sebagai kegiatan ilmiah yang tersusun 
rapi, terencana, sistematis dan memiliki tujuan baik dari segi teoritis 
maupun praktis.17 
Metode yang diterapkan dalam penelitian diantaranya: 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan yakni 
dengan cara meneliti secara langsung ke tempat terjadinya praktik 
gadai sawah dengan sistem pembayaran uang tunai dan hewan ternak 
di Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban. 
 
                                                             
17 Conny R. Semiawan, Metode Penelitian Kualitatif mengenai Jenis Karakteristik dan 
Kenunggulannya, (Jakrta: Grasindo, 2016), 5. 
 



































2. Pendekatan Penelitian 
       Penelitian ini menjadikan pendekatan kualitatif sebagai metode 
penelitian untuk menguraikan hal-hal yang didapatkan dari data di 
lapangan. Pengertian lain pendekatan kualitatif adalah penelitian yang 
menjadikan latar alamiah untuk menafsirkan kejadian/fenomena yang 
terjadi dengan jalan melibatkan beberapa metode lain.18  
3. Obyek Penelitian 
       Obyek penelitian menjelaskan tentang apa dan/atau siapa yang 
dijadikan obyek penelitian, dimana dan kapan penelitian dilakukan, 
juga bisa menambahkan segala sesuatu hal yang diperlukan untuk 
penelitian. Penelitian ini dilakukan di  Desa Tawaran Kecamatan 
Kenduruan Kabupaten Tuban.  
4. Data yang Dikumpulkan 
       Data penelitian yang dikumpulkan penulis dapat berupa data 
primer dan data sekunder dengan penjelasan sebagai berikut: 
a. Data Primer 
       Data primer adalah sumber data utama atau pokok yang 
diperoleh secara langsung dari pihak yang terkait dengan 
penelitian.19 Data  dalam penelitian ini berhubungan dengan praktik 
gadai sawah dengan sistem pembayaran uang tunai dan hewan 
                                                             
18 Albi Anggito dan Johan Stiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Sukabumi: CV Jejak, 
2018), 7. 
19 Joko Subagyo, Metode Penulisan dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 
87. 
 



































ternak di desa Tawaran kecamatan Kenduruan kabupaten Tuban 
yang melibatkan beberapa pihak yang terkait. 
b. Data Sekunder 
       Data sekunder merupakan data yang didapatkan oleh penulis 
yang bersumber dari literatur-literatur kepustakaan20 yang 
mencangkup konsep umum tentang transaksi gadai (akad rahn) 
yang mencangkup pengertian rahn, dasar hukum, rukun dan syarat 
rahn yang harus dipenuhi, sebab-sebab terjadinya rahn, bentuk 
hutang piutang dalam akad rahn, pemanfaatan barang jaminan, dan 
berakhirnya akad rahn. 
5. Sumber Data 
       Sumber data merupakan sumber utama dimana data itu didapatkan 
oleh penulis. Sumber data yang digunakan sebagai pedoman agar 
memperoleh data yang akurat terkait praktik gadai sawah dengan 
sistem pembayaran uang tunai dan hewan ternak di Desa Tawaran 
Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban. 
Meliputi data primer dan sekunder yaitu: 
a. Sumber data primer 
       Sumber data primer merupakan data yang dididapatkan secara 
langsung dari sumber yang terkait.21 Dalam penelitian yang penulis 
lakukan ada 3 sumber yang menjadi sumber data utama yakni 3 
                                                             
20 Ibid. 
21 Albi Anggito dan Johan Stiawan, Metodologi..., 18. 
 



































(tiga) pihak yang memberikan jaminan (ra>hin) dan 3 (tiga) penerima 
barang jaminan atau penerima gadai yang melakukan praktik gadai 
sawah dengan sistem pembayaran uang tunai dan hewan ternak di 
Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban 
b. Sumber data sekunder 
       Sumber data sekunder adalah data yang menjadi pendukung 
dari data primer.22 Data tersebut diperoleh dari lileratur 
kepustakaan yang meliputi buku-buku dan segala bentuk catatan 
yang berkaitan dengan praktik gadai sawah dengan sistem 
pembayaran uang tunai dan hewan ternak di Desa Tawaran 
Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban, diantaranya: 
1. Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian 
Kualitatif 
2. Conny R. Semiawan, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis 
Karakteristik dan Keunggulan 
3. Fakultas Suariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Petunjuk 
Teknis Penulisan Skripsi, 2017. 
4. Kusdi Sarbani, Hutang Piutang Emas, Bahan Pokok dan Hewan 
Ternak dalam Hukum Islam, Islamic Business Law Review Vo. 
1 No. 1 Tahun 2019 
5. Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah 
                                                             
22 Ibid, 88. 
 



































6. Muhammad Syafi”i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke 
Praktik 
7. Idri, Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Persspektif Hadist Nabi 
8. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat 14. 
6. Teknik Pengumpulan Data 
       Agar dapat menyuguhkan data yang akurat serta valid penulis 
menjadikan wawancara sebagai cara untuk mendapatkan data. 
Wawancara atau interview merupakan suatu metode dengan cara 
peneliti bertanya kepada narasumber baik secara langsung maupun 
lewat media mengenai permasalahan yang akan di teliti.23 Narasumber 
merupakan orang yang paham atau mengerti mengenai permasalahan. 
Adapun dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada 3 (tiga) 
orang yang meminjam/berhutang uang tunai dan hewan ternak dengan 
disertai jaminan (ra>hin) dan 3 (tiga) orang yang berpiutang dan 
penerima obyek gadai (murtahin). 
7. Teknik Pengolahan Data 
       Setelah penulis mendapatkan data yang diperlukan dari berbagai 
metode untuk mempermudah dalam melaksanakan analisis data, maka 
data diolah dengan melalui beberapa teknik, sebagaimana berikut: 
 
 
                                                             
23 Albi Anggito & Johan Setiawan, Metode Penelitian Kualitatif, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 
81. 
 




































       Editing merupakan pengoreksia dan peninjauan kembali data 
yang terkumpul.24 Adapun metode ini dibutuhkan untuk mengecek,  
meneliti kembali dan mendiskripsikan data yang sesuai dengan 
topik permasalahan yaitu praktik gadai sawah dengan sistem 
pembayaran uang tunai dan hewan ternak di Desa Tawaran 
Kecamatan Kendurua Kabupaten Tuban. 
b. Organizing 
       Organizing merupakan metode penyusunan secara sistemtis 
data yang telah terkumpul sesuai keinginan penulis untuk 
mempermudah dalam penyusunan penulisan penelitian.25 Dalam 
hal ini terkait dengan praktik gadai sawah dengan sistem 
pembayaran uang tunai dan hewan ternak di Desa Tawaran 
Kecamatan Kendurua Kabupaten Tuban. 
c. Analizing 
       Analizing merupakan kelanjutan dari langkah yang disebutkan 
diatas untuk menganalisi data yang berkaitan dengan dengan 
praktik gadai sawah dengan sistem pembayaran uang tunai dan 
hewan ternak di Desa Tawaran Kecamatan Kendurua Kabupaten 
Tuban sehingga muncul sebuah kesimpulan. 
8. Teknik Analisis Data 
                                                             
24 Didin Fatihudin, Metode Penelitian untuk Ilmu Ekonomi, Managemen, dan Akuntansi, 
(Sidoarjo: Zifatama, 2015), 136. 
25 Ibid, 137. 
 



































        Analisis data merupakan proses penyerdehanaan data agar mudah 
dimengerti dan dipahami serta mudah di interpretasikan. Berkaitan 
dengan penelitian ini penulisi menganalisis sebuah data dengan 
menjabarkan serta menjelaskan data yang telah terkumpul yang 
berkaitan dengan praktik gadai sawah dengan sistem pembayaran uang 
tunai dan hewan ternak di Desa Tawaran Kecamatan Kendurua 
Kabupaten Tuban, dimana metode seperti ini disebut dengan metode 
deskriptif analisis. Kemudian penulis akan menganalisa semua data 
yang terkumpul untuk bisa mendapatkan sebuah kesimpulan dengan 
pola berpikir induktif. Pola pikir induktif yaitu pola pikir yang diawali 
dari hal-hal yang khusus dan mengarah ke hal yang lebih umum.26 
 
I. Sistematika Pembahasan 
      Sistematika pembahasan ini bertujuan mempermudah pembaca untuk 
memahami hal-hal yang berkaitan dengan penelitian agar sesuai dengan 
bidang kajian. Adapun sistematika pembahasan yang ada dalam penelitian 
ini adalah: 
       Bab pertama, berisi pendahuluan yang mencangkup: latar belakang 
masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian 
pustaka, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan 
sistematika pembahasan. 
                                                             
26 Bagong Suyanto & Sutinah, Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan, 
(Jakarta: Kencana, 2006), 6. 
 



































       Bab kedua, berisi landasan teori dan pembahasan terkait penelitian ini, 
dimana hal ini mencangkup: konsep umum tentang rahn yang meliputi 
pengertian rahn, dasar hukum rahn, rukun dan syarat rahn, pemanfaatan 
barang digadaikan, sebab-sebab akad rahn dapat dilakukan, dan 
berakhirnya akad rahn.  
       Bab ketiga, memuat data yang didapatkan penulis ketika di lapangan, 
yang meliputi gambaran umum yang berisi letak geografis yang meliputi 
luas wilayah, kemudian keadaan demografis yang meliputi keadaan agama 
dan pendidikan, keadaan sosial budaya, keadaan ekonomi, sarana dan 
prasara. Berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu faktor 
timbulnya praktik gadai sawah dengan sistem pembayaran uang tunai dan 
hewan ternak, masyarakat yang melakukan transaksi gadai dengan 
menjadikan lahan pertanian/sawah sebagai obyek gadai, hutang yang 
berupa uang tunai dan hewan ternak, proses terjadinya transaksi serta 
praktik gadai sawah dengan sistem pembayaran uang tunai dan hewan 
ternak di Desa Tawaran Kecamatan Kendurua Kabupaten Tuban. 
       Bab keempat, berisi tentang analisis oleh penulis terhadap praktik 
gadai sawah dengan sistem pembayaran uang tunai dan hewan ternak di 
Desa Tawaran Kecamatan Kendurua Kabupaten Tuban dengan 
berdasarkan hukum Islam. 
       Bab kelima,  terdapat penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 
 






































A. Pengertian Rahn 
       Dalam bahasa Arab istilah gadai disebut dengan al-rahn yang 
mempunyai arti tetap (al-thu>but wa al-dawa<m), sebagaimana ma< ra<kid 
artinya air yang diam dan tergenang. Dikatakan tetap karena barang yang 
dijadikan jaminan berpindah tangan kepada pemberi hutang hingga 
hutangnya terbayar lunas.
       Gadai juga diartikan sebagai jaminan hutang, barang yang dijaminkan 
untuk sebuah hutang, barang yang digadaikan, hipotek, al-habs 
(penahanan), yaitu barang yang memiliki nilai jual atau manfaat milik 
peminjam di pindahtangankan kepada pemberi pinjaman sebagai barang 
jaminan.1 Gadai juga berarti hutang piutang/pinjam meminjam uang 
maupun sesuatu hal lainnya dengan menyertakan jaminan berupa barang 
berharga dan adanya batas waktu.2 Dalam ensiklopedi Indonesia, dalam 
kutipan M. Ali Hasan, menyebutkan hak gadai adalah hak atas sesuatu hal 
terhadap sesuatu yang lain milik orang berhutang untuk diberikan kepada 
pemberi hutang sebagai jaminan atas hutangnya.3 
                                                             
1 Mahmu<d 'Abd. ar-Rahma<n ‘Abd al-Mun’i<n, Mu’jam al-Musṭalaḥa<t wa al-Alfa<z al-Fiqhiyyah, 
Juz II (Kairo: Da<r al-Fadhillah, 2008 M.), 198. 
2 WJS. Poerwodarminto, Kamus Umum..., 286. 
3 Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), 
235. 
 



































       Dalam Islam gadai disebut dengan rahn. Adapun menurut istilah, rahn 
berarti menjadikan suatu barang yang memiliki nilai guna dan manfaat 
sebagai jaminan hutang (ja’al al-ma<l watsi<qoh bi dayn). Mahmud ‘Abd. al-
Rahman mendefinisakan rahn sebagaimana yang dikutip oleh Prof. Dr. Idri, 
M.Ag dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai jual setara atau 
lebih dengan hutang yang ia miliki sebagai jaminan atas hutang yang 
bersifat mengikat.4 Sayyid Sabiq mengungkapkan bahwa rahn adalah 
menjadikan sesuatu berharga atau bernilai harta, guna dan manfaat maupun 
mempunyai nilai jual menurut syara’ sebagai jaminan atas hutang. 
Menurutnya, jika ada orang meminjam sesuatu hal baik berupa uang atau 
benda lainnya kepada orang lain dan menyertakan jaminan pada hutangnya 
berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disimpan hingga 
pinjamannya dianggap lunas, maka hal itulah yang disebut rahn menurut 
arti syara’.5 Pihak yang menerima gadai disebut murtahin, sedangkan 
pemberi barang gadai disebut ra>hin dan barang yang digadaikan disebut 
marhun. 
       Pengertian rahn menurut beberapa ulama: 
a. Ulama Hanafiyyah mendefinisikannya rahn adalah sebagai berikut: 
َقٌة ِبَدْيٍن ِِبَْيُث ُيُِْكُن َاْخُذ الَدْيِن ُكِلَها اَوْ   َجْعٌل َعْْيٍ َْلَا ِقْيَمٌة َمالَِيٌة ِفْ َنْظِر الَشرِْع َوثِي ْ
 .  بَ ْعِضَها ِمْن تِْلَك الَعْْيِ
 
                                                             
4 Idri, Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektik Hadis Nabi, (Jakarta: Prenadamedia Group, 
2015), 198. 
5 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, jilid III, (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), 131. 
 



































       “Menjadikan sesuatu atau barang yang mempunyai nilai jual atau 
manfaat dalam pandangan syara’ sebagai jamianan terhadap 
hutang piutang yang memungkinkan barang tersebut dijadikan 
sebagai pembayar piutang itu, baik seluruhnya maupun 
sebagian”.6 
 
b. Menurut ulama Syafi’iyah, rahn didefinisakan sebagaimana berikut: 
َقٌة ِبَدْينِ   يُْستَ ْوَِف ِمن َْها ِعْنَد تَ َعٰذِر َوَفائِِه. َجْعُل َعْْيٍ َوثِي ْ
 
       “Menjadikan sesuatu atau barang sebagai jaminan hutang yang 
dapat dijadikan pembayaran atas hutang tersebut apabila orang 
yang berhutang tidak sanggup membayar hutangnya”.7 
 
c. Menurut ulama Hanabilah, rahn diartikan sebagai berikut: 
اُل الَِّذى
َ
ْيِن لُِيْستَ ْوَِف ِمْن ََثَِنِه ِاْن تَ َعَذَر ِاْسِتَفاُؤُه ِمَْن ُهَو َعَلْيِه. امل َقٌة ِِبلدَّ  َُيَْعُل َوثِي ْ
 
“Harta yang dijadikan jaminan hutang yang dapat dibayarkan 
dari harganya jika orang yang berhutang tidak bisa membayarkan 
hutangnya”.8 
 
d. Ulama Malikiyyah mendefinisan rahn dengan penjelasan berikut: 
 .َصاَر ِاَل الُلُزْومِ ا ِبِه ِف َدْيٍن ََلزٍِم اَوْ َشْيٌئ ُمَتَمٰوٌل يٌ ْؤَخُذ ِمْن َماِلِكِه تَ ٰوثقا 
 
“Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang 
bersifat mengikat atau akan menjadi mengikat”.9 
 
        Maksud dari pengertian yang didefinisakan ulama Malikiyyah, 
menurut Wahbah a-Zuhayli gadai merupakan transaksi untuk menyerahkan 
harta baik berupa benda bergerak atau hewan, atau pekerjaan yang dapat 
didasarkan pada hutang piutang.10 Wahbah al-Zuhaily sendiri 
                                                             
6 Nasrun Harun, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 252. 
7 Wahbah al-Zuhayli, al- Fiqh al-Islami wa Asillatuh, Juz V (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 180. 
8 Ibid., 181. 
9 Ibid. 
10 Ibid.  
 



































mengemukakan definisi rahn sebagai berikut: Pertama, arti rahn menurut 
syara’ adalah menjadikan sesuatu benda yang mempunyai nilai jual atau 
nilai ekonomis dengan tidak menyertakan hak milik yang memungkinkan 
mengambil manfaat darinya untuk dijadikan sebagai jaminan atas hutang 
dimana memungkinkan dapat dilunasi hutang itu dari seluruh atau sebagian 
dari benda tersebuta apabila dijual. Kedua, akad jaminan berupa harta 
berharga bukan jaminan berupa orang sehingga berbeda dengan akad 
kafalah, yaitu akad dengan menyertakan jaminan berupa barang berharga 
milik pemberi gadai (ra>hin) untuk diserahkan kepada penerima gadai 
(murtahin), dan jaminan tersebut hanya sebatas jaminan saja bukan untuk 
diambil manfaatnya.11 
       Dalam buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Idri, M.Ag. menyatakan 
pengertian gadai dalam Islam merupakan gabungan atau kombinasi dari 
pengertian gadai dalam hukum positif dan hukum adat, terutama berkaitan 
dengan obyek gadai dimana menurut hukum Islam meliputi barang yang 
mempunyai nilai jual, tidak mempermasalahkan benda bergerak atau benda 
tidak bergerak. 
       Dari pengertian yang dipaparkan diatas dapat dipahami bahwa gadai 
atau rahn adalah transaksi hutang piutang dengan menyerahkan jaminan 
oleh orang pemberi gadai kepada penerima gadai, dan barang jaminan 
tersebut dapat diambil kembali apabila pihak yang meminjam/berhutang 
dapat membayar hutangnya hingga lunas. 
                                                             
11 Ibid, 180. 
 



































B. Dasar Hukum Rahn 
       Dasar hukum yang berkaitan dengan gadai (rahn) terdapat dalam al-
Qur’an, hadis nabi, dan ijma’ para ulama sebagaimana penjelasan berikut: 
a. Al-Qur’an 
       Mengenai dasar hukum rahn terdapat dalam firman Allah dalam 
surah al-Baqarah (2) ayat 283: 
 
ُتمْ  َفِإْن أَِمَن بَ ْعُضُكْم بَ ْعضاا فَ ْليُ َؤدِٰ   ۖۖ  َمْقبُ ْوَضةٌ  َتَُِدوا َكاتِباا َفرَِهانٌ َعَلى َسَفٍر َوَلَْ  َوِإْن ُكن ْ
ُ  قَ لْ الَِّذي اْؤُتَُِن أََمانَ َتُه َوْليَ تَِّق اّللََّ َربَُّه ۗ َوََل َتْكُتُموا الشََّهاَدَة ۚ َوَمْن َيْكُتْمَها َفِإنَُّه آْثٌِ  ُبُه ۗ َواّللَّ
     ِبَا تَ ْعَمُلوَن َعِليمٌ 
              Artinya: 
“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat 
seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang 
dipegang. Tetapi, apabila sebagian kamu mempercayai sebagian 
yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya 
(hutangya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. 
Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang 
siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa). 
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”12 
 
       Sebagaimana penjelasan diatas memerintahkan kepada siapapun 
yang melakukan transaksi atau perjanjian dengan orang lain sedangkan 
dia tidak mendapatkan seorang penulis yang adil dan pandai untuk 
mencatat hal-hal yang terkait dengan muamalah termasuk dalam hal 
hutang piutang, maka sebaiknya ia meminta kepada orang yang 
berhutang untuk menyerahkan sesuatu berharga miliknya untuk 
dijadikan sebagai hal penguat telah terjadinya transaksi yang disebut 
                                                             
12 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan terjemahnya, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 
2009), 93. 
 



































sebagai sebuah jaminan .13 Jaminan yang diberikan oleh orang yang 
berhutang kepada pihak piutang merupakan suatu hal yang mesti 
dijaga dan pihak piutang tidak berhak untuk 
memanfaatkan/menggunkan barang tersebut di jalan yang di benci 
Allah, melainkan ia wajib menjaga barang jaminan tersebut sebaik 
mungkin agar ketika orang yang meminjam/berhutang telah bisa 
membayar hutangnya hingga lunas maka obyek gadai tersebut dapat 
dikembalikannya secara utuh tanpa ada kekurangan sedikitpun. 
Sebagai orang yang berhutang juga harus memiliki iktikad baik untuk 
melunasi hutangnya kepada orang yang telah memberikan hutang 
sebagaimana yang telah dianjurkan dalam ajaran Islam.  
b. Hadis Nabi 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْشََتَى ِمْن يَ ُهوِديٍٰ َطَعاماا ِإََل َأَجلٍ  َدْرعاا  َوَرَهَنهُ  َعْن َعاِئَشَة َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اّللَّ
 .ِمْن َحِدْيدٍ 
              Artinya: 
 
       “Dari 'Aisyah ra. berkata, "Bahwa sesungguhnya nabi Saw. pernah 
membeli makanan dari seorang Yahudi dengan tempo, kemudian 
menggadaikan baju besinya” (H.R al-Bukhari : 1962).14  
 
c. Ijma’  
       Para ulama telah bersepakat untuk memperbolehkan melakukan 
transaksi gadai (rahn) dan kebolehannya tidak pernah menjadi 
permasalahan yang diperdebatkan, demikian pula dengan landasan 
                                                             
13 Muhammad Yazid, Fiqh Mauamalah Ekonomi Islam, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 121. 
14 Imam Zainudin Achmad bin al-Lathif Az-Zabidi, Ringkasan Sahih Bukhari, Penerjemah : 
Achmad Zaidun, Cet. 1. (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 335.  
 



































teori serta hukumnya. Disamping itu berlandaskan pada Fatwa Dewan 
Syari’ah Nasional (DSN) No. 25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 
2002 pada dasarnya menyatakan bahwa, hutang piutang/pinjaman 
dengan menjadikan barang berharga atau memiliki nilai ekonomis 
untuk jaminan sebuah pinjaman dalam bentuk rahn  diperbolehkan.15 
       Para ulama fiqh bersepakat bahwa transaksi gadai atau rahn boleh 
dilakukan kapan saja dan dimana saja asalkan obyek gadai tidak 
semena-mena dikuasai atau dipegang (al-qabdh) secara hak oleh orang 
yang berpiutang yang disebut murtahin.16 Karena pada dasarnya barang 
jaminan yang diberikan oleh pemberi gadai (ra>hin) kepada murtahin 
untuk sebuah kepercayaan atas hutang yang ia punyai. Namun apabila 
kedua belah pihak telah saling percaya dan tidak khawatir terjadi 
pengkhianatan maka dalam pinjam meminjam boleh tidak menyertakan 
jaminan.  
       Berdasar ayat al-Qur’an, hadis nabi diketahui bahwa hukum gadai atau 
rahn itu diperbolehkan dalam Islam. Demikian pula menurut ijma ulama 
yang sepakat bahwa rahn boleh dilakukan dan tidak ada yang berbeda 
pendapat diantara mereka karena dalam transaksi gadai banyak 
mengandung kebaikan atau kemaslahatan bagi para pihak.17  
 
                                                             
15 M. Sholekul Hadi, Pegadaian Syariah, Cet. I, (Jakarta: Selemba Diniyah, 2003), 52. 
16 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah..., 253. 
17 Ibid. 
 



































C. Rukun dan Syarat Gadai 
       Gadai atau rahn adalah suatu transaksi yang melibatkan dua orang atau 
lebih sebagai subyek akad yakni ra>hin dan murtahin serta adanya jaminan 
atas hutang yang diperolehnya. Maka jika tidak ada pihak-pihak yang 
berakad atau hanya ada satu pihak saja yang melakukan transaksi gadai, 
maka transaksi gadai tersebut tidaklah sah atau dianggap tidak pernah 
terjadi. Demikian pula, jika orang yang berhutang tidak bersedia 
memberikan barang atau suatu hal yang memiliki nilai harta sebagai obyek 
gadai/barang jaminan dan tidak adnya hutang yang menjadi tanggungan, 
serta akad transaksi gadai, maka akad gadai tersebut juga tidaklah sah.18 
       Oleh karenanya, akad rahn dapat dikatakan sah menurut syara’ apabila 
rukun dan syaratnya telah terpenuhi, sebab rukun merupakan unsur yang 
harus ada dan dipenuhi secara tertib tanpa tertinggal satupun dalam setiap 
perbuatan hukum termasuk dalam akad rahn, sedangkan syarat merupakan 
ketentuan yang wajib dilaksanakan di setiap perbuatan hukum agar dapat 
dikatakan sah perbuatan tersebut.19  
       Menurut Ahmad Azhar Basyir, rukun yang terdapat dalam transaksi 
gadai adalah: (a) setiap orang yang berhutang dan menyerahkan barang 
gadai/jaminan (ra<hin), (b) orang yang memberikan pinjaman dan menerima 
barang jaminan (murtahin), (c) barang yang dijadikan sebagai jaminan atas 
                                                             
18 Idri, Hadis Ekonomi..., 204-205. 
19 Ibid, 205. 
 



































hutang (marhun), dan (d) shigat .20 Muhammad al-Syarbini mengemukakan 
bahwa ada 4 (empat) rukun dalam akad rahn yaitu: (a) shigat (lafadz akad), 
(b) aqid (pihak yang melakukan akad tersebut, yakni ra<hin dan murtahin), 
(c) barang gadai atau barang jaminan (marhun), (d) hutang (marhun bih). 
Adapun menurut Al-Jaziri, rukun gadai ada tiga jenis: (a) aqid (orang yang 
berakad) yakni ra>hin (pihak yang berhutang dan menyerahkan barang 
jaminan) dan (murtahin) orang yang berpiutang dan menerima obyek gadai 
sebagai jaminan atas uang yang ia pinjam, (b) ma’qud alaih (sesuatu hal 
yang diakadkan) yang terdiri dari marhun (barang yang dijadikan barang 
jaminan) dan marhun bih (hutang yang karenanya terjadi transaksi gadai), 
dan (c) shigat (akad gadai). 
       Wahbah Zuhaily menegaskan bahwa rukun gadai menurut para ulama 
ada beberapa hal berikut. Pertama, adanya ijab dan qobul (shigat), yaitu 
pernyataan dari pihak-pihak yang terkait mengenai perjanjian gadai, dalam 
hal ini pernyataan tersebut harus memuat maksud dan tujuan dilakukannya 
akad rahn dari kedua belah pihak yang terkait, baik dilakukan secara tulisan 
maupun lisan. Kedua, aqid (orang yang berakad), yaitu orang yang 
menggadaikan (ra>hin) dan yang menerima gadai (murtahin). Ketiga, 
adanya barang yang digadaikan (marhun), dengan syarat bisa 
diperjualbelikan, mempunyai nila harta dan guna, tidak sedang 
disengketakan serta kepunyaan sendiri. Keempat, adanya hutang, dengan 
                                                             
20 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam tentang Riba, Hutang Piutang dan Gadai, (Bandung: PT al-
Ma’rifat, 1983), 50. 
 



































catatan hutang itu bisa dilunasi dengan agunan dan jelas jumlah dan 
pembayarannya.21 
       Menurut ulama Hanafiyyah, rukun rahn adalah: Pertama ijab dan qobul 
oleh pihak-pihak yang terkait yaitu orang yang menggadaikan dan 
menerima gadai sebagaimana dalam bentuk muamalah yang lain, ijab dan 
qabul itu tidak sempurna kecuali bila disertai dengan serah terima barang 
gadai dari rahin kepada murtahin. Ulama Hanafiyyah secara lengkap 
menyebutkan bahwa rukun gadai itu ada 4 (empat), yaitu: (a) ijab dan 
qabul, (b) dua pihak yang melakukan akad (ra>hin dan murtahin), (c) barang 
yang digadaikan (marhun), dan (d) hutang (marhun bih).22 
      Mengenai beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam akad rahn 
menurut Wahbah al-Zuhayli harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut. 
Pertama, syarat yang berhubungan pihak-pihak dalam akad rahn (ra>hin dan 
murtahin), yaitu syarat ahliyyah (syarat kecakapan). Kecakapan untuk 
melakukan akad-akad dalam bermuamalah seperti transaksi jual beli, 
sehingga setiap orang yang sah jual belinya, maka maka sah pula dalam 
melakukan transaksi gadai karena gadai adalah aktivitas transaksi harta 
sebagaimana transaksi jual beli. Karenanya disyariatkan bagi dua orang 
yang melakukan akad gadai itu harus tamyiz dan berakal, maka tidak sah 
akad gadai yang dilakukan oleh orang yang gila dan anak dibawah umur 
atau seseorang yang tidak dapat membedakan antara yang baik dan 
                                                             
21 Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh..., 185.  
22 Ibid. 
 



































buruk.23 Anak kecil yang belum bisa membedakan baik dan buruk, orang 
gila dan orang dibawah pengampuan serta sejenisnya tidak sah dalam 
melakukan akad gadai baik sebagai ra>hin atau murtahin. Yang dimaksud 
dengan orang dibawah pengampuan adalah orang yang mempunyai 
mempunyai sifat-sifat diantaranya dibatasi tindakannya sebagai  sebagai 
orang yang berhak bertindak. Orang yang berada dalam pengampuan 
dengan alasan dungu (ghaflah) atau pemboros (safah) hukumnya seperti 
mumayyiz. Jikalau mumayyiz sebelum ia baligh diperlukan izin dari 
walinya maka orang yang dibawah pengampuan diperlukan izin dari 
pengampunya. Apabila wali dan pengampu tidak mengizinkan, maka 
perjanjian yang dilakukan oleh keduanya dianggap batal.24 
       Jadi apabila transaksi gadai dilakukan oleh orang karena paksaan, anak 
kecil yang belum baligh, orang yang gila, orang dibawah pengampuan 
seperti boros atau bangkrut menjadi tidak sah.  
       Kedua, syarat yang berhubungan dengan shigat (ijab dan qabul). 
Ulama Hanafiyyah mensyariatkan bahwa ijab qabul dalam gadai tidak 
boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau disandarkan pada waktu yang 
akan datang, maka tidak sah (fasid). Mengenai terpenuhi tidaknya syarat 
yang dikaitkan dengan rahn  tergolong ada yang sah ada pula yang batal 
atau rusak. Ulama Syafiiyah mengatakan bahwa syarat yang dikaitkan 
dengan rahn ada tiga: (a) syarat yang sah, seperti disyaratkan adanya 
                                                             
23 Ibid. 
24 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam tentang Riba..., 53. 
 



































seorang saksi ataupun sebuah kemaslahatan bagi kedua belah pihak, selain 
syarat yang harus dipenuhi oleh ra>hin ataupun murtahin. (b) syarat yang 
menjadikannya batal seperti mensyaratkan sesuatu hal yang tidak ada 
manfaat atau tujuan yang baik tertentu misalnya Sapi yang digadaikan 
harus diberi makan dari rumput yang tumbuh diladang milik A dan tidak 
boleh dari ladang yang lain. (c) syarat yang merusak akad, yaitu syarat yang 
memberatkan kedua belah pihak dalam akad gadai, seperti pemberi gadai 
tidak boleh mengambil kembali barang yang ia gadaikan setelah hutangnya 
dibayar kecuali setelah satu tahun lamanya.25 
       Ketiga, syarat hutang (marhun bih). Sedangkan menurut ulama 
Hanafiyyah, syarat-syarat hutang gadai adalah (a) hutang itu hendaklah 
barang yang wajib diserahkan. Maksudnya hutang itu harus berupa hutang 
yang bisa diterima oleh orang yang menggadaikan barang, dapat berupa 
uang tunai ataupun berupa sesuatu yang berguna lainnya, (b) hutang itu 
harus dapat dibayarkan, dan (c) hak atas hutang harus jelas sehingga tidak 
boleh memberikan dua hutang atau lebih tanpa dijelaskan hutang mana 
yang menjadi gadai, sehingga menimbulkan ketidakjelsan.26 Ulama 
Hanabillah dan Syafiiyyah menjadikan 3 (tiga) syarat terkait hutang dalam 
gadai: (a) merupakan hutang yang tidak berubah-ubah atau tetap dan 
mempunyai nilai guna, (b) hutang berupa sesuatu yang pantas untuk 
diberikan ketika akad, dan (c) ra>hin maupun murtahin mengetahui dengan 
                                                             
25 Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh..., 191-192. 
26 Rachmad Syafe’i, Fiqh Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 167-168. 
 



































jelas jumlah hutang harus jelas begitupun pembayarannya. Selain syarat-
syarat yang telah disebutkan diatas ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa 
rahn itu baru dikatakan sempurna ketika barang yang digadaikan secara 
hukum sudah beralih atau dipegang pemberi hutang, serta peminjam uang 
telah menerima uang atau barang yang diperlukan.27 
       Keempat, adapun syarat yang berkaitan dengan barang yang dijadikan 
jaminan hutang (marhun), adalah: (a) barang yang digadaikan dapat 
diperjualbelikan, (b) berupa harta benda yang berharga, maka tidak boleh 
menggadaikan sesuatu yang bukan harta seperti bangkai yang tidak ada 
gunanya, (c) barang gadai dapat diambil manfaatnya menurut syara’ 
sehingga dapat digunakan untuk membayar hutang, dalam artian lain 
mempunyai nilai guna, (d) barang gadai itu diketahui dan berwujud, (e) 
barang gadai haruslah milik penggadai (rahin) maka tidak diperbolehkan 
menggadaikan barang hasil menyewa, (f) barang gadai terbebas dari hak 
orang yang menggadaikan, (g) barang gadai terpisah dari yang lain 
maksudnya adalah barang gadai bukan merupakan barang sitaan, (h) barang 
gadai dapat dibedakan sehingga tidak boleh menggadaikan separuh 
kendaraan.28  
       Menurut Dr. Mardani menjelaskan bahwa syarat yang berkaitan 
dengan marhun adalah sebagai berikut: (a) barang tersebut bisa 
diserahterimakan, (b) mempunyai nilai guna/manfaat, (c) kepunyaan ra>hin, 
                                                             
27 Nasrun Haroen, Fiqh..., 225. 
28 Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh..., 195-206. 
 



































(d) jelas dan tidak samar, (e) tidak gabung dengan sesuatu yang lain, (f) 
dalam penguasaan oleh ra>hin, (g) harta yang tidak berubah-ubah serta dapat 
dipindah tangankan, (h) barang yang mempunyai nilai jual.29 
 
D. Pemanfaatan Barang Gadai 
       Para ulama dalam pemanfaatan barang oleh penerima gadai memiliki 
pendapat yang berbeda-beda. Jumhur ulama selain madzab Hanbali 
berpendirian bahwa penerima gadai tidak diperbolehkan mengambil 
manfaat atas barang tersebut karena barang itu bukanlah miliknya secara 
utuh. Haknya terhadap barang gadai hanya sebatas pemegang barang 
jaminan atas hutang yang diterima oleh ra>hin. Apabila penggadai (ra>hin) 
tidak sanggup membayar hutangnya hingga lunas barulah penerima gadai 
dapat menjual atau menaksir barang jaminan tersebut sebagai pembayaran 
hutang atau memanfaatkan barang jaminan sebagai pembayaran hutang.30   
Apabila ra>hin selaku pemilik barang mengizinkan obyek gadai 
dimanfaatkan oleh penerima barang jaminan (murtahin), maka murtahin 
dapat mengambil nilai guna barang jaminan tersebut. Akan tetapi, sebagian 
ulama Hanafiyyah lainnya, ulama Malikiyyah dan ulama Syafiiyah 
berpendapat bahwa meskpun pemberi gadai (ra>hin) itu mengizinkan barang 
jaminan untuk dimanfaatkan, pemegang barang gadai tetap tidak boleh 
mengambil manfaat barang gadaian tersebut, karena apabila penerima 
                                                             
29 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 248. 
30 Hasan Muarif Ambary, Suplemen Ensiklopedi Islam..., 115. 
 



































gadai mengambil manfaat darinya merupakan riba yang jelas dilarang 
syara’.31 
       Akad gadai ada karena memiliki tujuan untuk memberi kepercayaan 
dari orang yang berhutang kepada orang yang berpiutang dan adanya 
barang jaminan bukan semata-mata untuk mencari keuntungan. Selama hal 
itu dijadikan landasan dalam pelaksanaannya, maka apabila penerima gadai 
(murtahin) tetap mengambil manfaat dari barang gadai maka tak ubahnya 
seperti qiradh (hutang piutang) yang digunakan untuh meraih keuntungan 
yang oleh nabi hal tersebut disebut riba.32 Larangan pemanfaatan oleh 
penerima gadai tidak berlaku apabila barang gadai berupa binatang yang 
dapat ditunggangi atau binatang ternak yang bisa diambil susunya. Jadi 
apabila barang gadai berupa binatang ternak, maka menurut sebagian 
ulama Hanafiyyah, penerima gadai (murtahin) boleh mengambil manfaat 
dari binatang itu apabila ia mendapatkan izin dari pemiliknya yakni ra>hin. 
Ulama Hanafiyyah menyatakan bahwa penerima gadai (murtahin) boleh 
mengambil manfaat dari hewan tersebut sesuai biaya yang ia keluarkan 
untuk memlihara ternak tersebut, namun apabila ia mengambil manfaat 
lebih dari itu maka termasuk riba.33 
       Kekhawatiran para ulama tentang pemanfaatan barang gadai (marhun) 
baik oleh penerima gadai (murtahin) dikarenakan para ulama takut jika 
akad yang dilakukan oleh pihak terkait dikategorikan sebagai riba yang 
                                                             
31 Nasrun Haroen, Fiqh..., 257. 
32 Sayyid Sabiq, Fiqh..., jilid III, 153.  
33 Nasrun Haroen, Fiqh..., 257-258. 
 



































diharamkan oleh aturan hukum Islam. Kepedulian ulama terhadap akad 
rahn agar dapat terhindar dari riba, sehingga para ulama juga menegaskan 
apabila ketika akad berlangsung kedua belah pihak mensyaratkan adanya 
pemanfaatan barang jaminan, maka akad tersebut telah menyalahi aturan 
hukum Islam yang telah ditetapkan karena pada dasarnya barang jaminan 
hanya untuk kepercayaan saja.34 
 
E. Sebab-Sebab Gadai 
       Akad gadai tidak diboleh dilakukan secara sembarangan namun harus 
berdasar pada sebab-sebab yang diperbolehkan oleh syara’ sehingga tidak 
menimbulkan kemudharatan. Ada beberapa sebab diperbolehkannya 
melakukan akad gadai. Pertama, adanya hutang yang diminta oleh orang 
yang berhutang, maka tidaklah sah melakukan gadai karena alasan sewa 
menyewa, ghasab, jual beli, dan lainnya. Karena adanya hutang maka 
diserahkan sebuah jaminan atas hutang tersebut.  Kegunaan gadai antara 
lain, bahwa penerima gadai dapat mengambil sebagian atau seluruh barang 
gadainya sebanding dengan piutangnya apabila orang yang berhutang 
tersebut sudah tidak sanggup melunasi hutangnya. Kedua, hutangnya tidak 
berubah-ubah atau tetap, oleh karenanya akad gadai tidaklah sah sebelum 
hutangnya tetap, seperti ketika seseorang menggadaikan sawahnya lima 
puluh juta rupiah dengan uang yang kan dihutang kelak, atau 
                                                             
34 Idri, Hadis Ekonomi..., 212. 
 



































menggadaikan motor yang dibeli beberapa tahun kemudian. Ketiga, 
hutangnya diketahui secara pasti, baik pembayarannya dilakukan secara 
kontan ataupun tertanggung. Keempat, pihak ra>hin maupun murtahin 
mengetahui secara jelas hutangnya baik kadar, zat, maupun sifatnya. Maka 
tidaklah sah menggadaikan suatu hal yang belum pasti, seperti anak sapi 
yang masih dalam kandungan.35 
 
F. Berakhirnya Akad Gadai 
       Barang gadai adalah amanat yang ada ditangan pemegang gadai yang 
harus dijaga, pemberi gadai berhak mendapatkan barangnya kembali 
apabila ia sudah melunasi hutangnya.  Penerima gadai tidak berhak menjual 
barang gadai kecuali jika telah sampai batas waktu perjanjian atas 
pelunasan hutang yang di miliki ra>hin. Akad rahn dianggap berakhir antara 
lain apabila: (a) barang gadai diserahkan kepada pemiliknya (ra>hin) dengan 
ikhtiyarnya sendiri, (b) ra>hin telah melunasi semua hutangnya, (c) waktu 
pelunasan yang disepakati oleh kedua belah pihak telah jatuh tempo, (d) 
barang jaminan dijual dengan perintah hakim atas permintaan ra>hin, (e) 
pembebasan hutang dengan cara apapun meskipun dengan pemindahan 
oleh murtahin, (f) pembatalan oleh murtahin, meskipun tidak ada 
persetujuan dari pihak ra<hin, (g) rusaknya barang gadai tanpa sebab, dan 
                                                             
35 Syaikh Mahmud Syalthut, Perbandingan Madzab, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 274. 
 



































(h) memanfaatkan barang ra>hin dengan penyewaan, hibah, atau sedekah 










                                                             
36 Idri, Hadis Ekonomi..., 215-216.  
 


































PRAKTIK GADAI SAWAH DENGAN SISTEM PEMBAYARAN UANG 
TUNAI DAN HEWAN TERNAK DI DESA TAWARAN KECAMATAN 
KENDURUAN KABUPATEN TUBAN 
 
A. Gambaran Umum tentang Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan 
Kabupaten Tuban 
1. Keadaan Geografis 
       Tuban merupakan kabupaten yang berada di provinsi Jawa Timur. 
Secara geografis kabupaten Tuban berbatasan langsung dengan Laut 
Jawa disebalah Utara, disebelah Selatan berbatasan dengan kabupaten 
Bojonegoro, berbatasan dengan kabupaten Lamongan disebalah Timur 
dan di sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. 
       Desa Tawaran adalah desa yang terletak di Kecamatan Kenduruan. 
Dengan luas tanah yang mencapai 1.017.00 Ha, desa tersebut memiliki 
3 dusun saja yakni, dusun Krajan, dusun Sabruk dan dusun Wonorejo. 
Desa Tawaran kecamatan Kenduruan kabupaten Tuban terdiri dari 5 
(lima) Rukun Warga (RW) dan 19 (sembiln belas) Rukun Tetangga 
(RT) dengan jumlah pengurus RT dan Rw yang terdaftar sebanyak 159 
(seratus lima puluh sembilan) orang.1 
                                                             
1 Data Monografi Desa Tawaran,. 
 



































       Kenduruan merupakan salah satu kecamatan yang terletak di 
kabupaten Tuban yang terletak di daerah perbatasan Jawa Timur 
dengan Jawa Tengah, disebelah Utara terdapat kecamatan Jatirogo, 
kecamatan Bangilan terdapat di sebelah Timur, sedangkan terdapat 
kecamatan Kasiman kabupaten Bojonegoro di sebelah Selatan dan di 
sebelah Barat kecamatan Sale kabupaten Rembang Jawa Tengah.2 
2. Keadaan Demografis 
a) Keadaan Penduduk  
       Luas desa yang mencapai 1.017.00 Ha, desa Tawaran memilki 
jumlah penduduk yang lumayan banyak yakni sekitar 3.048 orang. 
Pada penelitian ini penulis hanya fokus di dusun Krajan RT. 01 
RW.02 desa Tawaran kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban 
yang memiliki jumlah penduduk sekitar 752 orang dengan 211 
kepala keluarga. Menurut data terakhir di desa Tawaran adalah 
sebagai berikut:3 
No Perincian Warga Negara RI Jumlah 
Pria Wanita Pria Wanita Total 
1 Penduduk awal 
bulan ini 
1569 1485 1569 1485 3054 
2 Lahir 3 - 3 3 3 
3 Datang - 3 - - 3 
4 Meninggal 1 1 1 1 2 
                                                             
2 Profil Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban 
3 Ibid. 
 



































5 Pindah 4 4 4 4 8 
6 Ganda 1 - 1 - 1 
7 Tidak di kenal 1 - 1 - 1 
8 Penduduk akhir 
bulan ini 
1565 1483 1565 1483 3048 
 
b) Keadaan Sosial Agama 
       Hampir seluruh penduduk desa Tawaran kecamatan Kenduruan 
kabupaten Tuban beragama Islam, dengan jumlah penduduk yang 
mencapai 3048 orang hanya 3 orang yang beragama Protestan.4 
Adapun sarana ibadah yang terdapat di desa Tawaran kabupaten 
Tuban sangatlah banyak yang terdiri dari beberapa masjid dan 
mushalla.  
       Dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam di desa 
Tawaran mempunyai 15 kelompok Majelis Ta’lim dengan jumlah 
470 (empat ratus tujuh puluh) orang.  
Kegiatan rutinitas mingguan dan bulanan : 
1. Tahlilan dan Yasinan : setiap minggu 
2. Hadroh   : setiap bulan 
3. Pengajian   : setiap minggu 
4. Diba’an   : setiap minggu 
 
                                                             
4 Ibid.  
 



































c) Keadaan Pendidikan 
       Tingkat pendidikan di desa Tawaran berdasarkan penuturan 
sekretaris desa warga yang berumur 30 tahun keatas kebanyakan 
adalah lulusan Sekolah Dasar (SD). Berdasarkan papan monografi 
desa yang terpasang dikantor kelurahan tercacat sebanyak 1.278 
orang hanya menempuh pendidikan SD, 840 lulusan Sekolah 
Menengah Pertama (SMP), 460 lulusan Sekolah Menengah Atas 
(SMA), 200 orang lulusan D1-D3, 49 orang lulusan S1 dan 2 orang 
yang lulusan S2.5 Dari data yang diperoleh terlihat jelas bahwa 
kesadaran untuk menempuh pendidikan setinggi mungkin di desa 
Tawaran masihlah sangat rendah. 
       Sarana dan prasarana pendidikan yang terdapat di desa 
Tawaran terdiri dari 5 (lima) SD Negeri maupun Swasta dan 1 
(satu) SLTP.6 
d) Mata Pencaharian 
       Hampir seluruh penduduk desa Tawaran bekerja sebagai 
seorang petani dan buruh tani. Berdasarkan pemaparan sekretaris 
desa, saat ini 90% penduduk desa Tawaran bermatapencaharian 
sebagai petani.7 Keadaan tanah yang subur ketika musim hujan 
masyarakat menanami ladangnya dengan tanaman padi. 
Masyarakat banyak yang membuat tempat untuk menampung air 
                                                             
5 Dokumen Desa Tawaran. 
6 Data Monografi., 
7 Son Haji, Sekretaris Desa Tawaran , Wawancara, Tawaran, 02 Juni 2020.  
 



































seperti kolam yang digunakan untuk mengairi sawah ketika musim 
kemarau tiba. Ketika musim kemarau banyak yang menanam 
jagung karena tidak memerlukan banyak perairan. Hingga saat ini 
luas ladang pertanian yang berada di desa Tawaran seluas 83.70 Ha. 
 
B. Praktik Gadai Sawah dengan Sistem Pembayaran Uang Tunai dan Hewan 
Ternak di Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban 
1. Faktor yang menyebabkan adanya Praktik Hutang Piutang dengan 
Jaminan Sawah di Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten 
Tuban 
       Semakin mahalnya kebutuhan hidup sekarang ini, mendorong 
manusia untuk bekerja semakin keras agar bisa memenuhi kebutuhan 
hidup seperti membeli makanan, pakaian, dan memiliki tempat tinggal. 
Belum lagi munculnya kebutuhan-kebutuhan yang tak terduga seperti 
berobat ketika sakit dan biaya sekolah yang semakin mahal. Dalam 
keadaan seperti itulah membuat manusia menyadari bahwa pada 
hakekatnya setiap manusia membutuhkan orang lain untuk bertahan 
hidup.  
       Ketika penghasilan tidak cukup untuk mememuhi kebutuhan, 
sedangkan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi membuat 
manusia berusaha untuk mendapatkan pinjaman agar dapat memenuhi 
kabutuhannya. Sejak zaman dahulu hingga sekarang ini, banyak 
 



































masyarakat Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban 
yang melakukan transaksi hutang piutang dengan menyertakan sebuah 
jaminan. Karena banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi sedangkan 
belum adanya penghasilan yang tetap membuat masyarakat mencari 
alternatif untuk mendapatkan uang dengan cara mencari pinjaman. 
Gadai menjadi salah satu transaksi yang dipilih oleh masyarakat Desa 
Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban karena prosesnya 
yang cepat dan barang yang digadaikan tidak meliputi hak milik.8 
Maksudnya adalah barang jaminan tersebut hanya berpindah tangan 
dari pemberi gadai kepada penerima gadai tanpa disertai hak mil\ik, jadi 
pemberi jaminan masih dianggap pemilik barang dan barang jaminan 
dapat diambil kembali apabila si peminjam dapat melunasi hutangnya. 
Dengan model transaksi diatas maka transaksi gadai (rahn) dapat 
menguntungkan bagi orang-rang yang melakukannya. 
       Praktik hutang piutang dengan menyertakan jaminan ini semakin 
menjadi primadona bagi masyarakat Desa Tawaran Kecamatan 
Kenduruan Kabupaten Tuban ketika musim kemarau datang dan 
adanya kebutuhan hidup yang sangat mendesak. Banyak faktor-faktor 
atau alasan yang melatar belakangi masyarakat memilih pinjam 
meminjam dengan menjadikan sawah sebagai jaminan, selain proses 
gadai yang dapat dibilang mudah, cepat dan sederhana, sehingga orang 
yang membutuhkan bisa sesegera mungkin mendapatkan pinjaman 
                                                             
8 Mat Kalimi, Wawancara, Tawaran, 09 Maret 2020. 
 



































sesuai yang dibutuhkan secara cepat dengan menjaminkan barang 
berharga yang ia punya yang berupa sawah. Terlebih lagi, dalam 
transaksi gadai orang yang menjaminkan sawah tidak perlu khawatir 
kehilangan sawahnya selama ia mempunyai iktikad baik untuk 
melunasi hutangnya. Serta masalah yang seringkali dialami masyarakat 
desa tersebut adalah membutuhkan dana yang mendesak untuk 
memenuhi kebutuhan hidup dan tidak adanya biaya untuk mengelola 
sawah yang mereka miliki.9  
2. Masyarakat yang Melakukan Transaksi Gadai Sawah dengan Sistem 
Pembayaran Uang Tunai dan Hewan Ternak di Desa Tawaran 
Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban 
       Masyarakat Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten 
Tuban kebanyakan berprofesi sebagai petani dan buruh tani serta 
hampir seluruh masyarakat memiliki lahan pertanian atau sawah. 
Kebanyakan masyarakat di desa Tawaran menjadikan sawahnya 
sebagai mata pencaharian. Hasil panen di desa tersebut biasanya berupa 
padi, jagung, singkong, cabe dan lain-lain. Maka dari itu ketika hendak 
menanam tanaman, seorang petani membutuhkan modal yang banyak 
untuk membeli bibit, pupuk, obat-obatan tananam dan untuk 
pengairan. Jadi ketika mereka tidak mempunyai biaya untuk membeli 
itu semua, sawah yang mereka miliki menjadi gersang, dan sebagian 
                                                             
9 Ibid. 
 



































dari mereka tidak mempunyai penghasilan lagi.10 Untuk mengatasi 
semua itu biasanya masyarakat menggadaikan sawahnya kepada orang 
yang lebih mampu untuk mendapatkan uang dan suatu hal yang dapat 
dijadikan mata pencaharian lain. Biasanya mereka meminjam sebuah 
uang dan juga hewan ternak berupa Sapi betina. Uang untuk digunakan 
memenuhi kebutuhan dalam waktu dekat sedangkan hewan ternak 
untuk dijadikan sumber penghasilan.11 Selain alasan tidak adanya biaya 
untuk membeli bibit, pupuk, obat-obatan, dan untuk pengairan , mereka 
yang sering menggadaikan sawahnya adalah masyarakat yang 
membutuhkan dana secara mendesak seperti untuk berobat dan untuk 
membayar biaya sekolah. Jadi masyarakat yang sering melakukan 
transaski gadai di Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten 
Tuban kabanyakan adalah seorang petani yang membutuhkan uang 
untuk kebutuhan mendesak. 
3. Proses Terjadinya Praktik Gadai Sawah dengan Sistem Pembayaran 
Uang Tunai dan Hewan Ternak Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan 
Kabupaten Tuban. 
       Hutang Piutang dengan menyerahkan jaminan merupakan suatu 
transaksi yang banyak dilakukan oleh masyarakat desa Tawaran, 
kebanyakan transaksi tersebut dilakukan oleh pihak yang kurang 
mampu dan membutuhkan uang secara cepat, transaksi dilakukan tanpa 
                                                             
10 Supatmi, Wawancara, Tawaran, 09 Maret 2020..  
11 Matkalimi, Wawancara...,. 
 



































adanya bukti tertulis tentang adanya perjanjian antara pihak berhutang 
yang menyerahkan jaminan dengan pemberi hutang atau penerima 
jaminan.12  
       Transaksi seperti diatas telah berlangsung sejak lama dan 
merupakan kebiasaan masyarakat Desa Tawaran Kecamatan 
Kabupaten Tuban. Dalam transaski gadai sawah yang terjadi di desa 
Tawaran biasanya hanya mengandalkan saling percaya antara pihak 
satu dengan pihak lainnya, dimana hanya disaksikan oleh saksi-saksi 
dari kedua belah pihak semata tanpa adanya bukti tertulis. Barang yang 
dijadikan jaminan berupa lahan pertanian atau sawah, sedangkan 
pemberi gadai biasanya meminjam berupa uang tunai dan hewan ternak 
berupa Sapi betina. Hutang berupa uang tunai dan Sapi betina maka 
wajib dikembalikan berupa uang tunai dan Sapi betina pula kepada 
orang yang berpiutang. Dalam praktiknya hutang berupa Sapi betina 
oleh masyarakat desa Tawaran dijadikan sebagai sumber penghasilan, 
dimana Sapi tersebut akan di rawat hingga dapat beranak pinak. 
Pengembalian Sapi betina harus berukuran lebih besar dari yang 
diberikan oleh pemberi gadai ketika awal perjanjian dan pemberi gadai 
dapat mengambil anak pinaknya selama Sapi itu dirawatnya.13  
       Sebagaimana proses transaksi gadai sawah antara Bapak Surman 
dan Ibu Siti Asiyah yang terbilang cukup cepat karena pada masyarakat 
                                                             
12 Surman, Wawancara, Tawaran, 19 Oktober 2019. 
13 Ibid.  
 



































sekitar yang membutuhkan akan langsung mendatangi orang-orang 
yang dianggap mampu untuk meminjam sejumlah uang tunai dan Sapi 
betina.  
       Adapun jika orang yang lebih mampu bersedia memberikan 
pinjaman, maka orang yang berhutang harus memberikan jaminan 
berupa sawah dan berkewajiban mengembalikan hutangnya sesuai 
dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh keduanya. Apabila 
kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan, maka jangka waktu 
gadai terhitung ketika itu juga.14  
       Berkaitan dengan penelitian ini Ibu Siti Asiyah selaku pemberi 
gadai (ra>hin)  telah meminjam uang kepada Bapak Surman selaku 
murtahin sebesar Rp. 10.000.000,- dan seekor Sapi betina dengan 
jaminan sawah yang ia miliki. Ketika itu Ibu Siti Asiyah membutuhkan 
dana untuk biaya pengobatan anaknya. Jangka waktu dalam transaksi 
gadai sawah yang disepakati keduanya adalah 5 (lima) tahun. Kedua 
belah pihak telah bersepakat hutang berupa uang tunai dan Sapi betina 
harus dibayar menggunakan uang tunai dan Sapi betina pula. Selama 
barang jaminan berada dalam murtahin maka sawah tersebut dapat 
dimanfaatkan oleh murtahin.15  
                                                             
14 Mardiyah, Wawancara, Tawaran, 08 Maret 2020. 
15 Surman, Wawancara...,. 
 



































4. Pratik Gadai Sawah  dengan Sistem Pembayaran Uang Tunai dan 
Hewan Ternak di Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten 
Tuban 
       Adanya kebutuhan yang mendesak memaksa masyarakat untuk 
mencari pinjaman guna memenuhi kebutuhan tersebut, terlebih lagi 
jika kebutuhan itu tidak bisa ditunda lagi seperti untuk berobat. Maka 
dari itu gadai menjadi salah satu transaksi yang sering dilakukan oleh 
masyarakat. Orang yang membutuhkan akan mendatangi orang yang 
lebih mampu didesa tersebut untuk meminjam dengan menyertakan 
sawah sebagai jaminan atas hutangnya. 
       Dalam praktik gadai sawah yang terjadi di Desa Tawaran 
Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban hutang yang diminta pemberi 
gadai biasanya berupa uang tunai dan Sapi betina. Dipilihnya Sapi 
betina bukan tanpa alasan, karena orang yang membutuhkan uang dan 
melakukan gadai sawah harus merelakan sawah yang merupakan 
sumber penghasilan untuk dijadikan sebuah jaminan hutang. Maka dari 
itu apabila sawah yang menjadi sumber penghasilan telah berpindah 
tangan, maka sudah tak ada lagi pemasukan untuk memenuhi 
kebutuhan hidup. Dipilihnya Sapi betina sebagai salah satu hutang 
karena dapat dirawat dan beranak pinak serta dapat dijadikan sebagai 
pembajak sawah. Tidak semua petani dapat membajak sawahnya 
sendiri, biasanya mereka menyuruh orang yang lebih ahli kemudian 
 



































membayarnya.16 Menurut masyarakat desa Tawaran tersebut jika 
hanya meminjam uang tunai saja, maka dikhawatirkan uang yang 
mereka miliki segera habis padahal sudah tidak ada lagi pemasukan, 
maka dari itu Sapi betina dipilih menjadi salah satu hutang agar bisa di 
rawat dan beranak pinak untuk dijadikan sebagai sumber penghasilan. 
       Dalam gadai sawah dengan sistem pembayaran uang tunai dan Sapi 
betina yang biasa dilakukan oleh masyarakat desa Tawaran, Sapi betina 
yang dibayarkan oleh pemberi gadai haruslah berukuran lebih besar dari 
Sapi yang diberikan penerima gadai ketika akad, dan apabila Sapi 
tersebut beranak pinak maka berapapun jumlah anak Sapi tersebut 
menjadi milik pemberi gadai (ra<hin). Seberapa besar Sapi yang harus 
dibayarkan tergantung berapa lama Sapi tersebut berada dalam 
penguasaan pemberi gadai. Dalam praktiknya pemberi gadai atau orang 
yang berhutang dapat menjual Sapi betina namun ia tetap harus 
mengembalikan Sapi betina tersebut dengan ukuran yang lebih besar 
tergantung berapa lama jangka waktu gadai yang disepakati oleh para 
pihak. Selain itu apabila Sapi betina itu meninggal dunai bukan karena 
kesalahan pemberi gadai maka pemberi gadai bisa melakukan 
pembayaran dengan Sapi yang berukuran sama. Selama gadai itu 
berlangsung barang jaminan berupa sawah berada dalam kekuasaan 
penerima gadai.17 
                                                             
16 Nur Kholifah, Wawancara, Tawaran 09 Maret 2020.  
17 Siti Asiyah, Wawancara...,. 
 



































       Sebagaimana penelitian yang dilakukan penulis terhadap Bapak 
Surman dan Ibu Asiyah. Transaksi gadai sawah yang telah dilakukan 
keduanya berlangsung sejak tahun 2015. Ketika itu anak bu Asiyah 
sakit dan membutuhkan dana sekitar sembilan juta rupiah untuk 
berobat. Karena pada saat itu Ibu Asiyah tidak memiliki uang sebanyak 
itu dan harus menyiapkan dananya dengan segera, kemudian beliau 
mendatangi Bapak Surman untuk meminjam uang. Ibu Asiyah ketika 
itu mengutarakan keinginannya kepada bapak Surman untuk 
meminjam dana darinya dengan menjaminkan sawah yang ia punya. Ibu 
Asiyah meminjam dana sebesar sepuluh juta rupiah dan seekor Sapi 
betina berukuran besar. Karena beliau berpikir jika ia hanya meminjam 
uang tunai saja maka kemungkinan besar uang tersebut akan segera 
habis dan tidak ada lagi pemasukan karena sawah yang ai punya telah 
dijadikan jaminan. Ia berniat meminjam Sapi betina agar dapat beranak 
pinak dan dapat dijual, sehingga dapat dijadikan sebagai sumber 
penghasilan pengganti sawah.18  
“Memang ketika itu saya sangat butuh uang sekitar  sembilan juta 
rupiah untuk membayar biaya rumah sakit anak saya, karena saya butuh 
sekali saya berniat menggadaikan sawah saya kepada pak Surman, 
karena memang dia salah satu orang kaya di desa ini, terlebih lagi punya 
banyak sapi. Saya tidak hanya meminjam uang tunai tapi juga seekor 
Sapi betina untuk saya jadikan sumber penghasilan pengganti sawah 
yang saya gadaikan, saya berpikir begitu ketika itu” Ucap Ibu Asiyah 
ketika ditemui penulis. 
 
                                                             
18 Ibid 
 



































Ketika itu sawah yang dijadikan sebagai barang jaminan Ibu Asiyah 
sudah terbilang luas. Setelah Ibu Asiyah mengutarakan maksud 
tujuannya menemui pak Surman, beliau mengajak pak Surman untuk 
meninjau luas sawah yang akan dijadikan jaminkan hutangnya, hal 
tersebut dilakukan untuk menentukan apakah luas sawah yang 
dijadikan jaminan sebanding dengan pinjaman yang diminta Ibu 
Asiyah. Setelah melihat-lihat sawah milik Ibu Asiyah bapak Surman 
menyetujui untuk meminjamkan uang sebesar sepuluh juta rupiah dan 
seekor Sapi betina. Bapak Surman merupakan salah satu warga desa 
yang mempunyai peliharaan banyak Sapi. Batas waktu dalam 
perjanjian tersebut selam 5 tahun terhitung ketika Ibu Asiyah telah 
menerima pinjaman berupa uang tunai dan Sapi betina. Bukan tanpa 
alasan jangka waktu yang disepakati selama 5 tahun, karena dengan 
waktu yang lama tersebut diperkirakan Sapi betina  sudah dapat 
beranak pinak dan telah tumbuh semakin besar. Dalam perjanjiannya 
hutang berupa Sapi betina maka harus dikembalikan pula berupa Sapi 
betina. Boleh Sapi betina yang diberikan oleh bapak Surman yang 
menjadi alat pembayarannya yang seharusnya sudah bertambah besar 
atau sapi betina lain yang lebih besar dengan perkiraan berapa lama 
Sapi betina tersebut dalam penguasaan Ibu Asiyah.19   
       Ketika sapi betina berada ditangan Ibu Asiyah, sapi tersebut telah 
beranak pinak sekitar 2 kali. Menurut Ibu Asiyah memang sapi yang 
                                                             
19 Surman, Wawancara...,. 
 



































telah diberikan pak Surman telah bertambah besar. Namun suatu ketika 
Ibu Asiyah sedang membutuhkan uang, kemudian beliau menjual sapi 
betina tersebut dan membeli sapi betina yang kecil dan lebih murah. 
Uang sisa hasil penjualan beliau gunakan untuk membayar biaya kuliah 
anaknya.  
       Dengan waktu 5 (lima) tahun menurut pak Surman sapi betina 
tersebut telah bertambah besar, sehingga bisa menguntungkan dirinya. 
Namun ketika perjanjian sedang berlangsung antara keduanya, pak 
Surman tidak menyebutkan kepastian seberapa besar sapi yang harus 
dikembalikan oleh Ibu Asiyah, sehingga tidak ada kejelasan. Karena 
sapi betina yang diberikan oleh Bapak Surman telah dijual oleh Ibu 
Asiyah.  
       Ketika batas waktu perjanjian telah jatuh tempo Ibu Asiyah berniat 
melunasi hutangnya kepada Bapak Surman. Ibu Asiyah telah membeli 
Sapi betina yang berukuran lebih besar dari Sapi yang diberikan oleh 
Pak Surman ketika akad dulu. Namun menurut pak Surman Sapi betina 
yang diberikan Ibu Asiyah kurang besar, dengan menimbang seberapa 
lama Sapi tersebut dirawat oleh Ibu Asiyah. Sehingga hal tersebut 
menimbulkan pertengkaran antara keduanya.  
5. Dampak yang di Timbulkan dari Gadai Sawah dengan Sistem 
Pembayaran Uang Tunai dan Hewan Ternak 
       Praktik gadai sawah dengan sistem pembayaran uang tunai dan 
hewan ternak tidak akan terlepas dari dampak yang timbulkan, baik 
 



































yang menguntungkan maupun merugikan bagi para pihak. Adapun 
dampak bagi penerima gadai adalah mendapatkan pembayaran Sapi 
yang lebih besar dan pastinya menguntungkan baginya. Selain itu 
penerima gadai juga memiliki keuntungan dalam memanfaatkan sawah 
yang menjadi barang jaminan. Sedangkan dampak yang ditimbulkan 
bagi pemberi gadai adalah tidak adanya kepastian seberapa besar Sapi 
yang harusnya dikembalikan, hal tersebut dikhawatirkan dijadikan 

















































ANALISIS RAHN  TERHADAP GADAI SAWAH DENGAN SISTEM 
PEMBAYARAN UANG TUNAI DAN HEWAN TERNAK DI DESA          
TAWARAN KECAMATAN KENDURUAN KABUPATEN TUBAN 
 
       Gadai merupakan salah satu bentuk muamalah yang masih menjadi primadona 
bagi masyarakat Indonesia. Gadai menjadi pilihan masyarakat untuk dilakukan 
ketika mereka sedang membutuhkan dana secara cepat. Pada dasarnya transaksi 
gadai yang dalam hukum Islam disebut rahn  termasuk dalam akad tabarru’, yang 
bertujuan untuk membantu sesama manusia bukan untuk ajang memperoleh 
keuntungan layaknya sebuah bisnis. Sehingga dalam transaksi gadai tidak boleh 
memberatkan salah satu pihak. 
       Transaksi gadai diperbolehkan dalam Islam, dengan syarat transaksi tersebut 
harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. 
Begitu pula dengan transaksi gadai sawah dengan sistem pembayaran uang tunai 
dan hewan ternak yang telah dilakukan oleh masyarakat desa Tawaran kecamatan 
Kenduruan kabupaten Tuban yang dipraktikkan oleh masyarakat ketika mereka 







































A. Analisis Pelaksanaan Gadai Sawah dengan Sistem Pembayaran Uang Tunai 
dan Hewan Ternak di Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban 
       Praktik gadai sawah dengan sistem pembayaran uang tunai dan hewan 
ternak yang dilakukan oleh masyarakat desa Tawaran kecamatan 
Kenduruan kabupaten Tuban terjadi disebabkan  karena adanya kebutuhan 
mendesak yang perlu dipenuhi secara cepat. Kebutuhan hidup yang 
semakin banyak membuat masyarakat mencari berbagai cara untuk dapat 
memenuhinya. Biasanya masyarakat yang membutuhkan dana secara 
mendesak akan mencari pinjaman kepada orang yang lebih mampu dengan 
menggadaikan sawah yang ia punyai.1  
       Dengan mayoritas masyarakat desa Tawaran yang berprofesi sebagai 
petani, banyak dari mereka menjadikan sawahnya sebagai sumber 
penghasilan, meskipun banyak pula dari mereka yang sekaligus menjadi 
buruh tani. Jadi ketika mereka membutuhkan dana, mereka akan 
menggadaikan sawahnya untuk mendapatkan sejumlah uang. Namun 
kebiasaan masyarakat tidak hanya meminjam sejumlah uang saja, namun 
juga meminjam hewan ternak berupa Sapi betina. Hutang berupa uang 
tunai dan Sapi betina harus dibayar dengan uang tunai dan Sapi betina pula, 
baik Sapi betina yang diberikan oleh penerima gadai ketika akad atau Sapi 
betina lain yang berukuran lebih besar. Besar sapi tergantung seberapa 
lama Sapi tersebut berada dalam penguasaan peminjam. Kebanyakan 
masyarakat meminjam Sapi betina untuk dirawat agar bisa mendapatkan 
                                                             
1 Siti Asiyah, Wawancara, Tawaran, 17 Oktober 2020. 
 



































anak pinaknya. Dalam artian lain Sapi betina dijadikan sebagai sumber 
penghasilan pengganti sawah yang mereka gadaikan, selain bisa 
mendapatkan anak pinaknya dengan memiliki Sapi betina masyarakat juga 
dapat menggunakan Sapi tersebut untuk bekerja disawah orang lain seperti 
untuk membajak sawah.  
 
B. Analisis Rahn Terhadap Praktik Gadai Sawah dengan Sistem Pembayaran 
Uang Tunai dan Hewan Ternak di Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan 
Kabupaten Tuban 
       Gadai menjadi salah satu primadona dari banyaknya bentuk muamalah 
yang masih dilakukan oleh masyarakat hingga kini. Karena sifatnya yang 
termasuk dalam akad tabarru’ seperti halnya hutang piutang, gadai 
mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi, khusunya bagi pihak-pihak 
yang terkait didalamnya. Dalam transaksi gadai sudah seharusnya dapat 
memberikan kemanfaatan, tidak boleh memberatkan atau menyengsarakan 
salah satu pihak, dan tidak boleh diniatkan untuk mencari keuntungan 
semata, karena adanya gadai memiliki tujuan untuk saling tolong 
menolong. Tolong menolong adalah sebuah hal  mulia telah diperintahkan 
oleh Allah SWT sebagaimana dalam al-Qur’an Surah al-Maidah ayat 2 
yang berbunyi: 
َي َُّها ٱلَِّذيَن َءاَمُنو۟ا ََل ُتُِلُّو۟ا َشعَٓاِئَر ٱّللَِّ َوََل ٱلشَّْهَر ٱْْلََراَم َوََل ٱْْلَْدَى َوََل ٱْلَقلَٓا  َْي ٱْلبَ ْيَت َيَٓا ِئَد َوََلا َءاامِٰ
ًنا  ِْم َورِْضوَٓ تَ ُغوَن َفْضلا مِٰن رَّّبِٰ  ٱْْلََراَم يَ ب ْ
َوََل ََيْرَِمنَُّكْم َشنَ  َاُن قَ ْوٍم َأن َوِإَذا َحَلْلُتْم َفٱْصطَاُدو۟ا ۚ ۖۚ
 



































ْثِْ  ۖ َصدُّوُكْم َعِن ٱْلَمْسِجِد ٱْْلََراِم َأن تَ ْعَتُدو۟ا ۘ َوتَ َعاَونُو۟ا َعَلى ٱْلِبِٰ َوٱلت َّْقَوىٓ  َوََل تَ َعاَونُو۟ا َعَلى ٱْْلِ
نِ   2﴾۲ئدة:﴿املا ٱّللََّ َشِديُد ٱْلِعَقابِ  ِإنٰ ۖۖ َوٱت َُّقو۟ا ٱّللََّ ۖۚ َوٱْلُعْدوَٓ
       Artinya: 
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi’ar-
syi’ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan 
haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala>id 
(hewan-hewan kurban yang diberi tanda) dan jangan pula menggangu 
orang-orang yang mengunjugi Baitulharam; mereka mencari karunia 
dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan 
ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian (mu) 
kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari 
Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampui batas (kepada 
mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolonglah dalam 
melakukan dosa dan permusuhan dan bertaqwalah kamu kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah teramat berat siksa-Nya. (QS al-Maidah:2)”. 
 
       Dengan tolong menolong seperti memberikan pinjaman antar sesama 
manusia berarti kita ikut berperan untuk menyebarkan kebaikan, serta ikut 
meringankan beban orang lain. Banyak manfaat yang diberikan dengan 
memberikan pinjaman kepada orang lain, baik untuk orang lain maupun 
untuk diri sendiri. Bahkan Allah SWT akan melipatgandakan balasan atas 
seseorang yang bersedia memberikan pinjaman. Sebagaimana firman-Nya 
dalam al-Qur’an Surah al-Hadid ayat 11 yang berbunyi: 
  3َمْن َذاالَِّذي يُ ْقِرُض هللَا قَ ْرضا َحَسناا فَ ُيَضاِعَفُه َلُه َوَلُه َاْجٌر َكرِيٌْ 
       Artinya: 
“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman 
yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu 
untuknya, dan dia memperoleh pahala yang banyak (pahala yang 
mulia)”. (QS. al-Hadid:11). 
                                                             
2 Departemen Ri, al-Qur’an..., 84. 
3 Ibid, 430.  
 




































       Semua akad yang terdapat dalam muamalah memiliki rukun dan 
syarat-syarat tertentu yang dapat menjadikah sahnya sebuah akad, begitu 
juga dengan transaksi gadai (rahn). Dalam akad rahn telah ditentukan pula 
syarat dan rukunnya sesuai dengan anjuran hukum Islam. Rukun rahn 
sebagaimana yang banyak diketahui oleh masyarakat muslim diantaranya 
ialah orang yang menggadaikan (al-ra>hin), orang yang menerima gadai (al-
murtahin), barang yang digadaikan (al-marhun), shighat (ijab dan qabul) 
dan hutang (marhun bih).4 
       Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan akad rahn adalah sebagai 
berikut: 
a. Syarat bagi orang yang berakad (aqid). 
       Syarat yang berhubungan dengan dua orang yang berakad yakni 
ra>hin dan murtahin yakni syarat ahliyyah. Syarat ahliyyah adalah syarat 
mengenai kecakapan para pihak. Dua orang yang berakad haruslah 
orang yang berakal dan tamyiz, sehingga orang gila, anak kecil yang 
belum bisa membedakan antara baik buruk, dan orang yang berada 
dibawah pengampuan atau sejenisnya tidak dapat melakukan akad ini 
kecuali telah mendapatkan izin dari walinya.5 
       Adapun pelaku gadai dalam transaksi gadai sawah dengan sistem 
pembayaran uang tunai dan hewan ternak di desa Tawaran kecamatan 
Kenduruan kabupaten Tuban merupakan pelaku yang sudah baligh 
                                                             
4 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 107-108. 
5 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 290.  
 



































serta memiliki kecakapan hukum untuk melakukan sebuah perbuatan 
hukum termasuk transaksi gadai. Sebagaimana yang dijelaskan diatas 
hal ini jelas telah sesuai aturan yang telah ditetapkan dalam hukum 
Islam, dimana pelaku dari transaksi gadai harus berakal atau cakap 
hukum serta tidak berada di bawah pengampuan, jadi pelaku dalam 
transaksi gadai sawah di desa Tawaran telah memenuhi kelayakan dan 
kompetensi dalam melakukan akad rahn. 
b. Syarat yang berkaitan dengan barang jaminan (marhun) 
       Obyek gadai/barang jaminan (marhun) yang digadaikan menurut 
Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si haruslah termasuk kedalam kategori 
barang yang memiliki nilai jual atau dapat diperjualbelikan.6 
Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Hanafi yang mensyaratkan 
bahwa barang yang digadaikan atau dijadikan barang jaminan (al-
marhun) adalah barang yang dapat diserah terimakan, al-marhun harus 
berupa harta, al-marhun harus mutaqawwan (memiliki nilai), barang 
yang dijadikan jaminan harus diketahui dengan jelas baik 
kepemilikannya ataupun hal lainnya, barang jaminan harus kepemilikan 
ra>hin dalam artian bukan barang pinjaman atau barang curian, barang 
jaminan harus mufarragh (tidak ditempeli sesuatu yang tidak ikut 
digadaikan, al-marhun harus muhawwaz (tidak ditempeli sesuatu yang 
tidak ikut digadaikan), barang jaminan mutamayyiz (dapat dibedakan 
dan ditentukan).  
                                                             
6 Ibid, 108 
 



































       Transaksi gadai dengan menjaminkan sawah yang dilakukan oleh 
masyarakat desa Tawaran merupakan suatu kebiasaan yang telah 
terjadi sejak lama. Sawah merupakan sesuatu yang memiliki nilai jual 
atau dapat diperjual belikan, memiliki nilai guna, dapat diserah 
terimakan, tidak ditempeli sesuatu hal yang tidak ikut digadaikan, dan 
dapat terbedakan. Begitu pula yang dijadikan barang jaminan 
merupakan kepunyaan sendiri. Jadi dengan menjadikan sawah sebagai 
obyek gadai tidaklah melanggar aturan yang telah ditentukan oleh 
hukum Islam.  
c. Syarat yang berikatan dengan shigat (ijab dan qabul) 
       Menurut ulama Malikiyyah dan Hanabillah, syarat yang berkaitan 
dengan shigat itu sah selama tidak meniadakan maksud dan tujuan akad 
gadai serta tidak mengarah pada keharaman.7 Adapun ijab dan qabul 
(shigat) yang dilakukan oleh masyarakat desa Tawaran ketika akad 
berlangsung hanya sebatas menggunakan lisan tidak disertai dengan 
tulisan yang menerangkan bahwa telah terjadi transaksi gadai antara 
pihak yang pemberi gadai dan pihak penerima gadai. Padahal dalam 
Islam dianjurkan untuk mencatat sebuah kesepakatan yang melibatkan 
beberapa pihak, dan apabila tidak ditemukan seorang penulis maka 
sebaiknya ada barang jaminan yang diserahkan sebagaiman firman 
Allah dalam Q.S al- Baqarah ayat 283 yang berbunyi: 
                                                             
7 Idri, Hadis Ekonomi...,208. 
 



































ٌن مَّْقُبوَضٌة ۖ فَِإْن أَِمَن بَ ْعُضُكم بَ ْعضاا فَ ْليُ َؤدِٰ ٱلَّ  ِذى َوِإن ُكنُتْم َعَلٓى َسَفٍر َوََلْ َتَُِدو۟ا َكاتِباا َفرِهَٓ
َدَة ۚ َوَمن َيْكُتْمَها َفِإنَُّهۥا َءاِْثٌ  نَ َتُهۥ َوْليَ تَِّق ٱّللََّ َربَّهُۥ ۗ َوََل َتْكُتُمو۟ا ٱلشَّهَٓ ُ ِبَا ٱْؤُتَُِن أَمَٓ قَ ْلُبُهۥ ۗ َوٱّللَّ
 8تَ ْعَمُلوَن َعِليمٌ 
              Artinya: 
“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat 
seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang 
dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang 
lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya 
(hutangnya) dan hendaklah ia bertakqwa kepada Allah, Tuhannya. 
Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang 
siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). 
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” 
 
       Meskipun Islam menganjurkan agar mencatat perjanjian yang 
melibatkan beberapa pihak, namun akad gadai sawah yang hanya 
dilakukan secara lisan yang dilakukan oleh masyarakat desa Tawaran 
dapat dikatakan sah, karena tulisan bukan merupakan hal mutlak yang 
harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang berakad, karena 
masyarakat desa menjadikan kepercayaan sebagai dasar dalam 
transaksi tersebut. Sedangkan ijab dan qabul yang dilakukan oleh 
masyarakat desa Tawaran telah tertera jelas maksud dan tujuannya 
serta tidak mengandung sebuah keharaman, maka mengenai ijab dan 
qabul yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum Islam.  
d. Syarat yang berkaitan dengan hutang (marhun bih) 
       Mengenai hutang (marhu>n bih) dalam akad rahn menurut Wahbah 
al-Zuhaily sebagaimana yang dikutip oleh Prof. Dr. H, Idri, M.Ag. 
                                                             
8 Departemen RI, al-Qur’an dan Terjemahnya..., 38.  
 



































haruslah merupakan hak yang wajib diberikan, pembayaran utang dari 
harga yang ditentukan, dan hutang itu harus diketahui.9 Ulama 
Hanabilah dan Syafiiyah memberikan tiga syarat yang berkaitan 
dengan hutang dalam gadai diantaranya berupa hutang yang tidak akan 
berubah-ubah dan mempunyai nilai manfaat, hutang harus merupakan 
sesuatu yang tidak mengandung keharaman, dan hutang harus 
diketahui secara jelas oleh ra>hin dan murtahin baik jumlah dan 
pembayarannya.10 
       Dalam hal ini hutang yang diminta oleh masyarakat desa Tawaran 
ketika melakukan transaksi gadai adalah uang tunai dan Sapi betina. 
Transaksi yang dilakukan oleh masyarakat desa Tawaran memang 
sedikit memiliki perbedaan dengan transaksi gadai pada umumnya. Jika 
pada umumnnya masyarakat hanya berhutang uang tunai namun hutang 
dalam gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat desa Tawaran juga 
meminta seekor Sapi betina. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, 
hal tersebut dilakukan karena sumber penghasilan mereka yang 
bersumber pada sawah telah dijadikan jaminan atas hutang yang ia 
miliki. Dalam transaksi gadai sawah tersebut sawah yang dijaminkan 
oleh ra>hin akan dikuasai murtahin hingga hutang yang dimilki ra>hin 
terbayar lunas. Hal tersebut menjadikan pemberi gadai harus merelakan 
sawahnya untuk dikelola murtahin. Dengan meminjam Sapi betina para 
                                                             
9 Ibid. 
10 Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah..., 255. 
 



































pihak berharap akan mendapatkan keuntungan darinya. Seperti 
penerima hutang akan mendapatkan anak dari Sapi betina tersebut 
sedangkan pemberi hutang akan menerima pembayaran seekor Sapi 
yang lebih besar dari ukuran semula.  
      Pada dasarnya hutang berupa uang tunai dan Sapi betina tidak 
menyalahi aturan hukum Islam. Karena uang dan Sapi betina bukan 
termasuk hal yang najis atau secara jelas telah diharamkan oleh Allah 
SWT.11 Namun ukuran Sapi yang harus bertambah besar menjadikan 
ketidakjelasan pembayaran hutang tersebut. Padahal syarat yang 
berkaitan dengan hutang dalam akad rahn haruslah berupa hutang yang 
tetap dan diketahui secara jelas pembayarannya oleh ra>hin maupun 
murtahin. Karena adanya pembayaran yang lebih dari pemberi gadai hal 
tersebut menjadikan akad rahn tidak sah karena pembayaran yang 
disyaratkan lebih termasuk kedalam riba. Dan sudah jelas bahwa riba 
hukumnya adalah haram.  
       Apabila masyarakat desa Tawaran menghendaki untuk menjadikan 
Sapi betina sebagai hutang dalam transaksi gadai, maka sebaiknya saat 
pemberian hutang Sapi betina tersebut diperkirakan harganya. Hal 
tersebut untuk mempermudah pemberi gadai untuk membayar 
hutangnya kepada penerima gadai, baik dibayarkan menggunakan uang 
atau Sapi yang harganya sebanding Sapi yang dijadikan hutang. 
                                                             
11 Kusdi Sarbani, ‘Hutang Piutang Emas, Bahan Pokok dan Hewan Ternak dalam Hukum Islam’, 
Islamic Business Law Review, Vo.1 No.1, (2019), 5.  
 



































Sedangkan mengenai pemanfaatan barang jaminan (marhun) oleh 
murtahin juga merupakan sesuatu yang bertentangan dengan aturan 
hukum Islam, sebagimana yang telah ditertera dalam Fatwa DSN-MUI 
Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 menjelaskan dalam ketentuan umum 
mengenai akad rahn bahwa marhun dan manfaatnya tetap menjadi 
milik ra>hin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh 
murtahin kecuali seizin ra>hin, dengan tidak mengurangi nilai marhun 
dan pemanfaatannya hanya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan 
perawatannya.  
       Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa secara teori praktik 
Gadai Sawah dengan Sistem Pembayaran Uang Tunai dan Hewan Ternak 
yang dilakukan oleh masyarakat desa Tawaran kecamatan Kenduruan 
kabupaten Tuban merupakan transaksi pinjam meminjam dengan 
menyertakan jaminan (gadai) yang tidak sah menurut aturan hukum Islam. 
Hal ini dikarenakan adanya ketidakseimbangan pembayaran yang 
dilakukan oleh ra>hin. Seharusnya hutang berupa Sapi betina boleh 
dibayarkan dengan Sapi yang sama ukurannya. Karena jika dibayarkan 










































       Dari penelitian ini, penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Praktik gadai sawah dengan sistem pembayaran uang tunai dan hewan 
ternak yang dilakukan oleh masyarakat desa Tawaran kecamatan 
Kenduruan kabupaten Tuban dilatarbelakangi oleh kebutuhan hidup 
yang sangat mendesak dan tidak dapat ditunda lagi. Akad tersebut 
terjadi antara dua pihak yakni ra>hin dan murtahin, dimana ra>hin yang 
berprofesi sebagai petani berhutang serupa uang tunai dan Sapi betina 
dengan memberikan sawah sebagai jaminannya. Hutang berupa uang 
tunai dan Sapi betina maka harus dibayar menggunakan uang tunai dan 
Sapi betina pula. Hewan ternak berupa Sapi betina yang harus 
dibayarkan oleh ra<hin kepada murtahin harus berukuran lebih besar. 
2. Akad gadai sawah tersebut tidaklah sesuai dengan aturan hukum Islam 
karena terdapat unsur kedhaliman yakni adanya penambahan 
pembayaran hutang. Padahal Islam jelas-jelas telah melarang adanya 
tambahan dalam pembayaran hutang karena termasuk riba. Terlebih 
lagi barang jaminan yang diberikan ra>hin dikuasai oleh murtahin, 
dimana dalam hal ini juga telah menyalahi aturan hukum Islam. Jadi 
transaksi gadai yang dilakukan oleh msyarakat desa Tawaran banyak 
 



































menimbulkan kerugian bagi pihak ra>hin. Oleh karena itu, penulis 
menyatakan dan menegaskan bahwa praktik gadai sawah dengan 
sistem pembayaran uang tunai dan hewan ternak yang terjadi di desa 
Tawaran kecamatan Kenduruan kabupaten Tuban tersebut tidaklah sah 
dan tidak diperbolehkan menurut al-Qur’an, al-Hadis dan Ijma’ Ulama. 
 
B. Saran 
1. Diharapkan kepada pihak-pihak yang terbiasa melakukan praktik gadai 
sawah khususnya masyarakat desa Tawaran mau belajar untuk 
memahami hukum Islam yang berkaitan dengan segala bentuk 
muamalah, agar kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan aturan 
hukum Islam dapat ditinggalkan dan segera menggantinya dengan hal-
hal yang sesuai dengan aturan hukum Islam.  
2. Menurut penulis, jika masyarakat memilih uang dan Sapi betina 
sebagai hutang dalam transaksi gadai sawah, alangkah baiknya jika 
Sapi betina yang akan diberikan ditaksir dengan sejumlah uang, jadi 
apabila ra>hin dikemudian hari ingin membayar hutangnya kepada 
murtahin dapat membayarnya dengan Sapi betina yang harganya sesuai 
Sapi betina yang diberikan oleh penerima gadai kepada pemberi gadai 
ketika beraakd, hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi penambahan 
dalam pembayan hutang dan untuk menghindari riba. 
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